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1.



LATAR BELAKANG Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan adalah kegiatan yang bertujuan



mengendalikan



pemanfaatan



ruang



dan



menciptakan



lingkungan yang tertata, berkelanjutan, berkualitas serta menambah vitalitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Oleh karenanya penyusunan dokumen RTBL, selain sebagai pemenuhan aspek legal-formal, yaitu sebagai produk pengaturan pemanfaatan ruang serta penataan bangunan dan lingkungan



pada



kawasan



terpilih,



juga



sebagai



dokumen



panduan/pengendali pembangunan dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan kawasan terpilih supaya memenuhi kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan meliputi: pemenuhan persyaratan tata bangunan dan lingkungan, peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan kualitas lingkungan dan ruang publik, perwujudan pelindungan lingkungan, serta peningkatan vitalitas ekonomi lingkungan. Selain hal tersebut RTBL mempunyai manfaat untuk mengarahkan jalannya pembangunan sejak dini, mewujudkan pemanfaatan ruang secara efektif, tepat guna, spesifik setempat dan konkret sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, melengkapi peraturan daerah tentang bangunan gedung, mewujudkan kesatuan karakter dan meningkatkan kualitas bangunan gedung dan lingkungan/kawasan, mengendalikan pertumbuhan fisik suatu lingkungan/kawasan, menjamin implementasi pembangunan agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan lingkungan/kawasan yang berkelanjutan, menjamin terpeliharanya hasil pembangunan pasca pelaksanaan, karena adanya rasa memiliki dari masyarakat terhadap semua hasil pembangunan.
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Konsep kota hijau (kota berkelanjutan) merupakan kota yang dibangun dengan tidak mengorbankan aset kota, melainkan terus menerus memupuk semua kelompok aset meliputi manusia, lingkungan terbangun, sumber daya alam, lingkungan dan kualitas prasarana perkotaan. Kota hijau juga dapat dipahami sebagai kota yang ramah lingkungan berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, antara lain dengan memanfaatkan secara efektif dan efisien sumber daya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, dan mensinergikan lingkungan alami dan buatan. RTBL adalah sebuah produk pengaturan yang disusun diharapkan dapat mensinergikan seluruh perencanaan yang ada di suatu kawasan sehingga dapat mendukung dan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kota hijau yang berkelanjutan. RTBL



adalah



juga



merupakan



upaya



konservasi



kawasan



berskala



lingkungan dalam dokumen yang disusun sesuai Pedoman RTBL (Permen PU No. 06/PRT/M/2007). Upaya tersebut diharapkan



tercapai dengan fokus



pada penciptaan ide-ide kreatif sebagai target hijau kawasan yang: 1. Menciptakan suasana kondusif dalam rangka pembangunan bangunan gedung hijau; 2. Fokus pada desain lingkungan yang dapat menghemat penggunaan sumber daya tak terbarukan/fossil fuel; dan 3. Pendetilan tata cara pelaksanaan di tingkat basis masyarakat untuk mencapai target sasaran ‘hijau’di wilayahnya.



2.



MAKSUD DAN TUJUAN 5.1. Maksud Kegiatan
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Kerangka Acuan Kerja ini merupakan acuan bagi para Pihak/Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pameungpeuk, Kab. Garut. 5.2. Tujuan Kegiatan Terarahnya



penyelenggaraan



penataan



bangunan



dan



lingkungan



diKawasan Pameungpeuk, Kab. Garut, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) guna mewujudkan tata bangunan dan dan lingkungan layak huni, berjati diri, produktif dan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung.



3.



SASARAN Sasaran dari kegiatan ini adalah: a. Tersusunnya Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) KAWASAN



PAMEUNGPEUK,



KAB.



GARUT



sesuai



dengan



Pedoman



Penyusunan RTBL yang terdapat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2007, yang dapat digunakan sebagai panduan dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan di kawasan tersebut; b. Tersusunnya Dokumen Detail Engineering Design (DED) pada spot terpilih Kawasan Pameungpeuk, Kab. Garut untuk pelaksanaan kegiatan fisik sebagai stimulan sesuai dengan rencana investasi yang ditetapkan dalam dokumen RTBL; dan c. Tersusunnya Naskah Peraturan Bupati/Walikota tentang penetapan Dokumen RTBL pada Kawasan Pameungpeuk, Kab. Garut sebagai produk pengaturan yang legal di kawasan tersebut.



4.



DASAR HUKUM Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan didasarkan pada:



Page 3



 Usulan Teknis Kawasan Pameungpeuk Kabupaten Garut



a. Undang-Undang



Republik



Indonesia



No.



1



Tahun



2011



tentang



Perumahan dan Kawasan Permukiman; b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; c. Undang-Undang



Republik



Indonesia



No.



24



Tahun



2007



tentang



Penanggulangan Bencana d. Undang-undang RI No. 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang; e. Undang-undang RI No. 28 Tahun 2002, tentang Bangunan Gedung; f. Undang-Undang



Republik



Indonesia



No.



23



Tahun



1997



tentang



Lingkungan Hidup; g. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung k. Peraturan Menteri PU Nomor 29/PRT/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di KawasanPerkotaan; m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; n. Peraturan Menteri PU Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan; o. SNI



03-1733-2004



tentang



Tata



Cara



Perencanaan



Lingkungan



Perumahan di Perkotaan; p. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 01/SE/DC/2009 perihal Modul Sosialisasi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
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q. Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Alasan Kegiatan Dilaksanakan Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan adalah kegiatan yang bertujuan



mengendalikan



pemanfaatan



ruang



dan



menciptakan



lingkungan yang tertata, berkelanjutan, berkualitas serta menambah vitalitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Oleh karenanya penyusunan dokumen RTBL, selain sebagai pemenuhan aspek legal-formal, yaitu sebagai produk pengaturan pemanfaatan ruang serta penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan terpilih, juga



sebagai



dokumen



panduan/pengendali pembangunan



dalam



penyelenggaraan bangunan



dan



penataan lingkungan



kawasan terpilih supaya memenuhi kriteria



perencanaan



tata



bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan meliputi: pemenuhan persyaratan tata bangunan dan lingkungan, peningkatan kualitas hidup



masyarakat



melalui



perbaikan kualitas lingkungan dan ruang



publik,



perwujudan



pelindungan lingkungan, serta peningkatan vitalitas ekonomi lingkungan. Selain hal tersebut RTBL mempunyai manfaat untuk mengarahkan jalannya pembangunan sejak dini, mewujudkan pemanfaatan ruang secara efektif, tepat guna, spesifik setempat dan konkret sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, melengkapi peraturan daerah tentang bangunan gedung, mewujudkan kesatuan karakter dan meningkatkan kualitas bangunan gedung dan lingkungan/kawasan, mengendalikan pertumbuhan fisik suatu lingkungan/ kawasan, menjamin implementasi pembangunan agar sesuai
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dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan lingkungan/kawasan yang berkelanjutan, menjamin terpeliharanya hasil pembangunan pascapelaksanaan, karena adanya rasa memiliki dari masyarakat terhadap semua hasil pembangunan.



5.



KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN



5.1. Uraian Kegiatan a. Pendataan Data yang dikumpulkan adalah segala jenis informasi yang diperlukan untuk melakukan analisis kawasan dan wilayah sekitarnya. Dari hasil pendataan ini akan diperoleh identifikasi kawasan dari segi fisik, sosial, budaya, dan ekonomi, serta identifikasi atas kondisi di wilayah sekitarnya yang berpengaruh pada kawasan perencanaan. Data tersebut meliputi: peta (peta regional, peta kota, dan peta kawasan perencanaan dengan skala 1:1.000 serta memperlihatkan kondisi topografis/garis kontur), fotofoto (foto udara/citra satelit dan foto-foto kondisi kawasan perencanaan, peraturan dan rencana-rencana terkait; sejarah dan signifikansi historis kawasan, kondisi sosial-budaya, kependudukan, pertumbuhan ekonomi, kondisi fisik dan lingkungan, kepemilikan lahan, prasarana dan fasilitas, dan data lain yang relevan. b. Analisis Kawasan Dan Wilayah Perencanaan Analisis adalah penguraian atau pengkajian atas data yang telah berhasil dikumpulkan. Analisis dilakukan secara berjenjang dari tingkat kota; tingkat wilayah sekitar kawasan; sampai pada tingkat kawasan, dengan komponen analisis: sosial-kependudukan, prospek pertumbuhan ekonomi, daya dukung fisik dan lingkungan, aspek legal konsolidasi lahan, daya dukung prasarana dan fasilitas, kajian aspek historis. Dari hasil analisis ini akan diperoleh arahan solusi atau konsep perencanaan atas permasalahan yang telah diidentifikasikan pada tahap pendataan. c. Penyusunan Konsep Program Bangunan Dan Lingkungan Hasil tahapan analisis program bangunan dan lingkungan akan memuat gambaran dasar penataan pada lahan perencanaan yang akan
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ditindaklanjuti dengan penyusunan konsep dasar perancangan tata bangunan yang merupakan visi pengembangan kawasan. Penetapan konsep disesuaikan dengan karakter wilayah kajian dan hasil analisis. Komponen dasar perancangan berisi: visi pembangunan, konsep perancangan struktur tata bangunan dan lingkungan, konsep komponen perancangan



kawasan,



blok-blok



pengembangan



kawasan



dan



program penanganannya. d. Penyusunan Rencana Umum Dan Panduan Rancangan Rencana umum dan panduan rancangan merupakan ketentuan tata bangunan dan lingkungan pada suatu kawasan yang bersifat lebih detail dan bersifat sebagai panduan atau arahan pengembangan. Panduan rancangan bersifat melengkapi dan menjelaskan secara lebih rinci rencana umum yang telah ditetapkan sebelumnya, meliputi ketentuan dasar implementasi rancangan dan prinsip-prinsip pengembangan rancangan kawasan. Adapun komponen rancangan meliputi: struktur peruntukan lahan, intensitas pemanfaatan lahan, tata bangunan, sistem sirkulasi dan jalur penghubung, sistem ruang terbuka dan tata hijau, tata kualitas lingkungan, sistem prasarana dan utilitas lingkungan. Ketentuan dasar implementasi rancangan dapat diatur melalui aturan wajib, aturan anjuran utama, dan aturan anjuran pada kawasan perencanaan dimaksud. e. Penyusunan Rencana Investasi Rencana



Investasi



disusun



berdasarkan



dokumen



RTBL



yang



memperhitungkan kebutuhan nyata para pemangku kepentingan dalam proses pengendalian investasi dan pembiayaan dalam penataan lingkungan/kawasan. Rencana ini menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan besaran biaya suatu



program



penataan,



ataupun



sekaligus



menjadi



tolak ukur



keberhasilan investasi. Secara umum rencana investasi mengatur tentang besaran biaya yang dikeluarkan dalam suatu program penataan kawasan dalam suatu kurun waktu tertentu, Cost Benefit Ratio (CBR)
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analisis, tahapan pengembangan, serta peran dari masing-masing pemangku kepentingan f. Penyusunan Ketentuan Pengendalian Rencana Ketentuan Pengendalian Rencana bertujuan untuk mengendalikan berbagai rencana kerja, program kerja maupun kelembagaan kerja pada masa pemberlakuan aturan dalam RTBL dan pelaksanaan penataan suatu kawasan, dan mengatur pertanggungjawaban semua pihak yang terlibat dalam mewujudkan RTBL pada tahap pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan. Ketentuan pengendalian rencana disusun sebagai bagian proses penyusunan RTBL yang melibatkan masyarakat, baik secara langsung (individu) maupun secara tidak langsung melalui pihak yang dianggap dapat mewakili (misalnya Dewan Kelurahan, Badan Keswadayaan Masyarakat/BKM dan Forum Rembug Desa). Ketentuan Pengendalian Rencana menjadi alat mobilisasi peran masing-masing pemangku kepentingan pada masa pelaksanaan atau masa pemberlakuan RTBL sesuai dengan kapasitasnya dalam suatu sistem yang disepakati bersama, dan berlaku sebagai rujukan bagi para pemangku



kepentingan



untuk



mengukur



tingkat



keberhasilan



kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan. g. Penyusunan Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Pedoman pengendalian pelaksanaan dimaksudkan untuk mengarahkan perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan/kawasan yang berdasarkan dokumen RTBL, dan memandu pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas, meningkat, dan berkelanjutan. Pengendalian pelaksanaan dilakukan oleh dinas teknis setempat atau unit pengelola teknis/UPT/badan tertentu sesuai kewenangan yang ditetapkan oleh kelembagaan pemrakarsa penyusunan RTBL atau dapat ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan para pemangku kepentingan. Pedoman pengendalian pelaksanaan dapat ditetapkan dan berupa dokumen terpisah tetapi merupakan satu kesatuan dengan dokumen RTBL, berdasarkan kesepakatan para pemangku kepentingan, setelah mempertimbangkan kebutuhan tingkat kompleksitasnya.
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5.2. Batasan Kegiatan  Batasan kawasan perencanaan merujuk pada ketentuan/kriteria sebagai berikut: a. Kawasan yang penanganannya diprioritaskan dalam RDTR (PP No. 15 Thn. 2010) b. Kawasan baru yang berkembang cepat/pesat; c. Kawasan terbangun yang memerlukan penataan; d. Kawasan dilestarikan; e. Kawasan rawan bencana; f. Kawasan gabungan atau campuran (fungsi hunian, fungsi usaha, fungsi sosial/ budaya dan/atau keagamaan serta fungsi khusus, kawasan sentra niaga (central business district), industri, dsb.; g. Kawasan yang memiliki kesatuan karakter tematis, seperti kota lama, lingkungan sentra perindustrian rakyat, kawasan sentra pendidikan, dan kawasan permukiman tradisional; h. Kawasan perencanaan mencakup suatu lingkungan/kawasan dengan luas 5 – 60 hektar (HA), dengan ketentuan : - Kota metropolitan dengan luasan minimal 5 Ha; - Kota besar/sedang dengan luasan 15 – 60 Ha; dan - Kota kecil/desa dengan luasan 30 – 60 Ha.  Jenis fisik yang dapat dibangun untuk rencana tindak dari RTBL, adalah prasarana dan sarana yang mendukung aktivitas masyakarat di kawasan tersebut, guna terwujudnya peningkatan dan pengembangan nilai kawasan, seperti: a. pembangunan/peningkatan jalan lingkungan, dengan lebar jalan maksimal 3 meter. b. pembangunan/peningkatan saluran lingkungan, dengan dimensi penampang saluran drainase ± 40x60 cm disesuaikan dengan intensitas curah hujan. c. pembangunan/peningkatan ruang terbuka publik (plaza) beserta sarana/prasarana pendukungnya (gazebo, lampu taman/pedestrian, tugu/monumen, dll)
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d. pembangunan/peningkatan



jalan



pedestrian e. pembangunan



kios



pedagang



semi



permanen f. pembangunan/peningkatan



gerbang



kawasan g. rehabilitasi



(konservasi)



bangunan



adat/tradisional milik umum (Pemerintah Daerah)



dan/atau



masuk



ke



dalam



Daftar Bangunan Cagar Budaya, sesuai dengan



persyaratan



pelestarian



bangunan. h. Taman Kota atau Taman Bermain beserta kelengkapan sarana dan prasarananya, seperti: - lapangan olah raga, - badan air, - ram aksesibilitas, - trek joggind, pedestrian ways - sitting group - gazebo - wc umum - lampu taman - rumah pompa - dan sebagainya. - Batasan nilai pembiayaan untuk pembangunan (konstruksi) fisik adalah 5 milyar rupiah (mengacu pada dasar perhitungan pembangunan bangunan gedung Negara, Permen PU No. 45 Tahun 2007)



6.



TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
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Kegiatan Penyusunan RTBL Kawasan Pameungpeuk ini dilaksanakan di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, dengan ketentuan deliniasi kawasan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
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Secara



administrasi,



Pameungpek



merupakan



salah



satu kecamatan



di



Kabupaten Garut yang memiliki potensi alam untuk dikembangkan menjadi daerah wisata.Hal ini didukung sewaktu zaman Belanda bahwa Pameungpek merupakan salah satu distrik yang dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata pada tahun 1917. Sumberdaya hayati pesisir dan lautan Indonesia seperti populasi ikan hias, terumbu karang, padang lamun, hutan mengrove dan bentang alam pesisir (coastal landscape) yang unik membentuk suatu pemandangan alamiah yang begitu menakjubkan. Dari 9 Satuan Kawasan Wisata (SKW) DI Kabupaten Garut, SKW Pameungpek terletak di Zona Wisata Garut Selatan.Salah satu objek wisata yang paling banyak dikunjungi di Pameungpek adalah Pantai Santolo.Dukungan aspek sarana dan prasarana ke kawasan pantai Santolo Pameungpek rendah dengan tingkat dukungan kurang. Klasifikasi iklim menurut Junghuhn kecamatan Pameungpek termasuk kedalam zona panas dengan ketinggian 0-100 meter dpl. Struktur Geologi kawasan wisata pantai Santolo Pameungpek adalah sesar, sesar yang dijumpai adalah sesar normal dan sesar geser Kawasan Pameungpeuk Kabupaten Garut memiliki luas wilayah 25,87 kilometer persegi serta memiliki potensi Sumber Daya Alam ( SDA ) baik daratan maupun lautan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat Kawasan Pameungpeuk Kabupaten Garut. Sebagai bagian dari Kawasan Perkotaan di wilayah Garut Selatan, beberapa kawasan dari memiliki pertumbuhan fisik yang cepat namun berkembang kurang tertib tidak selaras dan serasi dengan lingkungannya, sehingga kawasan tersebut menjadi tidak produktif. Suatu kawasan yang berkembang dengan pola demikian memerlukan pengaturan lebih khusus terutama dari segi tata bangunan dan lingkungannya. Diharapkan upaya penataan melalui Rencana Tata Bangunan



dan



Lingkungan



(RTBL)



Kawasan



Pameungpeuk, selain



untuk



mencapai kualitas lingkungan yang lebih baik, sekaligus juga dapat memberikan
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arahan terhadap pemanfaatan lahan sesuai Tata Ruang yang berlaku. RTBL tersebut juga merupakan arahan untuk perwujudan arsitektur lingkungan setempat agar lebih melengkapi peraturan bangunan yang ada. Mengingat potensi serta kecenderungan pertumbuhan fisik secara dinamis sering terjadi di daerah Garut Selatan, maka prioritas penanganan/penataan terutama dilakukan pada kawasan yang padat, daerah pusat perdagangan, permukiman campuran, atau pada kawasan yang kondisi geografisnya memerlukan perhatian khusus atas pertimbangan keamanan serta keserasiannya terhadap lokasi setempat. Dimana, suatu kota yang baik harus merupakan satu kesatuan sistem organisasi yang mampu mengakomodasi kegiatan-kegaitan sosial, ekonomi, budaya, memiliki citra fisik maupun non fisik yang kuat, keindahan visual serta terencana dan terancang secara terpadu. Untuk meningkatkan pemanfaatan ruang kota yang terkendali, suatu produk tata ruang kota harus dilengkapi dengan Rencana Tata



Bangunan



dan



Lingkungannya.



Hal



tersebut



sebagai



bagian



dari



pemenuhan terhadap Persyaratan Tata Bangunan seperti tersirat dalam Undang– Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (pasal 9). Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) diperlukan sebagai perangkat pengendali pertumbuhan serta memberi panduan terhadap wujud bangunan dan lingkungan pada suatu kawasan. RTBL disusun setelah suatu produk perencanaan tata ruang kota disahkan oleh Pemerintah Daerah setempat sebagai Peraturan Daerah (Perda). Untuk dapat mengendalikan pemanfaatan ruang, suatu rencana tata ruang seyogyanya ditindaklanjuti pula dengan pengaturan di bidang tata bangunan dan lingkungan secara memadai melalui Peraturan Bangunan Setempat (PBS). Peraturan



Bangunan Setempat



yang



bersifat



khusus



diperlukan



sebagai



pengarah perwujudan arsitektur lingkungan perkotaan (urban architecture) terutama pada kawasan atau bagian kota yang tumbuh cepat dan berkembang secara tidak teratur baik dari segi tertib bangunan, keselamatan bangunan maupun keserasian bangunan terhadap lingkungannya. Peraturan yang bersifat khusus ini disebut juga Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) untuk melengkapi peraturan bangunan setempat yang telah ada.
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Dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Kota yang berlaku, selanjutnya disusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang memberikan arahan pengendalian pemanfaatan ruang dan menindaklanjuti Rencana Rinci Tata Ruang, serta sebagai panduan rancangan kawasan dalam rangka perwujudan kualitas bangunan gedung dan lingkungannya. Dengan demikian RTBL akan memberikan arahan terhadap wujud pemanfaatan lahan, ragam arsitektural dari bangunan-bangunan sebagai hasil rencana teknis/rancang bangunan (building design), terutama pada kawasan/daerah tertentu yang memiliki karakter khas seperti dimaksud di atas. Dengan arahan tersebut, perencana kawasan dan bangunan (urban designer dan



arsitek)



akan



mempunyai



kejelasan



menyangkut



kebijaksanaan



pembangunan fisik dari Pemerintah Daerah setempat, termasuk di dalamnya yang menyangkut kepentingan umum, citra, dan jati diri lokasi yang perlu dikemukakan. Pada gilirannya seluruh tatanan bangunan dan lingkungan yang dirancang akan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kawasan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan mengamanatkan bahwa kawasan dapat dipahami tidak hanya dari fungsinya namun juga dari ragam, karakter, dll. Ragam kawasan tersebut adalah: a. KAWASAN BARU BERKEMBANG CEPAT adalah kawasan dengan kriteria sebagai berikut: i. memiliki potensi untuk cepat tumbuh; dan/atau; ii. mengalami



pertambahan



densitas



penduduk



maupun



fisik



terbangun dalam waktu yang singkat; iii. mengalami pertambahan intensitas volume kegiatan; iv. mengalami pertambahan densitas penduduk maupun densitas bangunan dalam waktu relatif singkat maupun pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam waktu yang singkat. b. KAWASAN TERBANGUN memiliki kriteria: v. sebuah kawasan yang didominasi oleh fisik terbangun; vi. memiliki sarana dan prasarana lingkungan;
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vii. memiliki pertumbuhan densitas, jumlah dan kualitas lingkungan binaan; viii.memiliki perubahan jumlah dan struktur penduduk, struktur ekonomi dan budaya; ix. telah terbangun dalam waktu yang cukup lama (antara 10 sampai 50 tahun). c. KAWASAN



DILESTARIKAN



merupakan



kawasan



dengan



nilai



kesejarahan, dan/atau keunikan dan/atau karakter khusus yang langka



sehingga



dipandang



perlu



untuk



dilestarikan.



Kawasan



dilestarikan dapat berada pada beberapa jenis kawasan, seperti kawasan cagar budaya dan kawasan revitalisasi. Sebuah kawasan dapat dikategorikan dilestarikan, bila memiliki penetapan sebagai kawasan cagar budaya dan/atau bersejarah dan atau revitalisasi. d. KAWASAN RAWAN BENCANA adalah kawasan yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang sebagai kawasan yang pernah mengalami atau mengandung atau diduga dapat menimbulkan bencana alam atau non alam. Ragam kawasan rawan bencana antara lain adalah kawasan rawan gempa, kawasan rawan banjir, kawasan rawan longsor, kawasan rawan tsunami, kawasan rawan kebakaran, dll.
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Setelah membaca dan menelaah dokumen pelelangan pekerjaan Penyusunan Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Pameungpeuk, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, secara umum pihak konsultan dapat memahami. Berbagai aspek yang terkait dengan kegiatan penyusunan ini, cukup detail diuraikan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Namun demikian, ada beberapa tanggapan yang akan disampaikan oleh pihak konsultan. 1.



Tangapan dan Saran terhadap Latar Belakang a. Dasar Hukum Pada dasarnya dasar hukum yang ada di KAK sudah cukup, namun perlu juga ditambahan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga peraturan daerah terkait diantaranya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Peraturan Daerah tentang Bangunan dan Gedung, selain itu karena kawasan ini merupakan kawasan Bandara maka perlu juga melihat kebijakan yang mengatur tentang kebandar udaraan. b. Alasan Kegiatan Dilaksanakan Harapan Dokumen RTBL ini disusun yaitu, selain sebagai pemenuhan aspek legal-formal produk pengaturan pemanfaatan ruang serta penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan



Pameungpeuk, juga menjadi



dokumen panduan/pengendali pembangunan dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan kawasan bandara. Dengan demikian semua



stakeholder



terkait



ddapat



berkimitmen



untuk



melaksanakan



dokumen RTBL ini 2.



Tanggapan dan Saran Terhadap MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan yang digariskan dalam Kerangka Acuan Kerja telah sesuai dengan maksud dan tujuan yang tetuang dalam pedoman RTBL Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/Prt/M/2007 yang bersinergi landasan
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hukum lainnya seperti Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,



Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 tentang



perumahan dan Kawasan Permukiman,



Undang-undang RI No. 28 Tahun



2002, tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan landasan hukum lainnya. Sehingga dalam penysunan RTBL nantinya tidak akan tumpang tindih antara maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan semua regulasi yang terkait. 3.



Tanggapan dan Saran Terhadap KEGIATAN YANG DILAKSANAK AN Pada dasarnya kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan pedoman RTBL Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/Prt/M/2007, sehingga dalam pelaksanaannya nanti konsultan akan konsisten terhadap pedoman dari setiap tahapan yang akan dikerjakan. Namun demikian untuk tahapan awal perlu dirumuskan deliniasi wilayah kajian untuk dapat disepakati kawasan yang menjadi wilayah studi.



4. T AN G G AP A N D A N S AR A N T E R H AD AP INDIKATOR DAN KELUARAN Pada dasarnya indikator dan keluaran sudah sangat terukur tentang apa yang akan dihasikankan dalam kajian ini. Namun pada keluaan DED masih perlu rinci kembali kegiatan-keguatan apa saja yang akan di DED kan, mengingat dalam kajian ini akan terdapat kompenen bangunan dan prasarananya. Menurut hemat konsultan perlu adanya kesepakatan kembali dalam menentukan kegiaan DED.
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5.1. Kedudukan RTBL Dan Kawasan Perencanaan



A. Kedudukan Dokumen RTBL Dalam pelaksanaan, sesuai kompleksitas permasalahan kawasannya, RTBL juga dapat berupa: a. rencana aksi/kegiatan komunitas (community-action plan/CAP), b. rencana penataan lingkungan (neighbourhood-development plan/NDP), c.



panduan rancang kota (urban-design guidelines/UDGL).



Seluruh rencana, rancangan, aturan, dan mekanisme dalam penyusunan Dokumen RTBL harus merujuk pada pranata pembangunan yang lebih tinggi, baik pada lingkup kawasan, kota, maupun wilayah. Kedudukan RTBL dalam pengendalian bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana digambarkan dalam diagram 1 pada halaman berikut:
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B. STRUKTUR DAN SISTEMATIKA DOKUMEN RTBL Sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung pasal 27 ayat (2), struktur dan sistematika dokumen RTBL sebagaimana digambarkan dalam diagram 2 pada halaman berikut:
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5.2. Metode Pendekatan Kerangka umum penyusunan RTBL Kawasan sangat



Pameungpeuk, dipengaruhi



ini oleh



beberapa faktor penting terutama kebijaksanaan pengembangan yang



ada,



kecenderungan



perkembangan yang telah terjadi dan perencanaan. Pemahaman menghasilkan suatu



faktor



perangkat



ini



peraturan



potensi



dasar



daerah



dimaksudkan



untuk



dapat



tata



bangunan



yang



selain



menciptakan keteraturan juga dapat mendukung terciptanya faktor estetika kawasan yang menonjolkan ciri khas daerah. Pendekatan studi dimulai dengan analisa terhadap kebijaksanaan pembangunan yang telah ada yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pengembangan kawasan ini. Analisa potensi kawasan juga perlu dilakukan untuk dapat merumuskan secara lebih spesiﬁ k isu kritis dan kebutuhan kawasan akan suatu pedoman rencana penataan. Pada dasarnya terdapat 2 (dua) dua pola pendekatan yang digunakan konsultan untuk pelaksanaan pekerjaan ini yaitu : 2)



Pendekatan Konseptual Yaitu



pola-pikir



pendekatan



yang



bersifat



konseptual



menyangkut



kebijaksanaan, strategi, kerangka filosofi, atau konsep dasar yang akan digunakan Rencana



konsultan dalam Tata



Bangunan



merumuskan,



Dan



memilih,



Lingkungan



dan



Kawasan



menetapkan



Pameungpeuk,



Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat 3)



Pendekatan Kronologis / Implementatif Yaitu pola pikir pendekatan yang berpedoman dan mengacu pada lingkup pekerjaan dikaitkan dengan mekanisme / proses atau urutan/kronologis pelaksanaan. Terdapat cukup banyak pendekatan konseptual yang akan
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menjadi acuan dalam pekerjaan ini. Adapun yang akan dijelaskan berikut ini hanya merupakan pendekatan utama yang penting diperhatikan dalam pelaksanaan pekerjaan ini. Pada dasarnya, pendekatan utama Berikut merupakan pendekatan yang saling terkait erat dan berhubungan, sehingga dalam implementasinya akan digunakan dalam satu kesatuan kerangka pendekatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum



Rencana



Bangunan



dan



Lingkungan



maka



pendekatan



dalam



penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pameungpeuk, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, secara garis besar akan melibatkan 3 (tiga) aspek, yaitu : pertama : aspek yang menyangkut Analisis Kawasan dan Wilayah Perencanaan, merupakan



yang proses



untuk



mengidentifikasi, menganalisis,



memetakan



dan mengapresiasi konteks lingkungan dan nilai lokal dari kawasan perencanaan dan



wilayah



kedua



:



sekitarnya;



aspek



yang



menyangkut Analisis Pengembangan Pembangunan Berbasis Peran Masyarakat, yaitu pembangunan dengan orientasi yang optimal pada pendayagunaan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat diberikan kesempatan aktif beraspirasi dan berkontribusi untuk merumuskan programprogram bangunan dan lingkungan yang sesuai dengan tingkat kebutuhannya. ketiga : berdasarkan hasil analisis kedua aspek tersebut selanjutnya disusun konsep Dasar Perancangan Tata Bangunan Dan Lingkungan.
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5.1.1. Analisis Kawasan Dan Wilayah Perencanaan 1.



Manfaat



a. Mendapatkan gambaran kemampuan daya dukung fisik dan lingkungan serta



kegiatan



sosial



ekonomi



dan



kependudukan



yang



tengah



berlangsung.



b. Mendapatkan kerangka acuan perancangan kawasan yang memuat rencana pengembangan program bangunan dan lingkungan, serta dapat mengangkat nilai kearifan dan karakter khas lokal sesuai dengan spirit dan konteks kawasan perencanaan. 2.



Komponen-komponen Analisis



Analisis secara sistematis dilakukan dengan meninjau aspek-aspek sebagai berikut:



a. Perkembangan



Sosial-Kependudukan:



gambaran



kegiatan



sosial-



kependudukan, dengan memahami beberapa aspek, antara lain tingkat pertumbuhan penduduk, jumlah keluarga, kegiatan sosial penduduk, tradisi-budaya lokal, dan perkembangan yang ditentukan secara kulturaltradisional.



b. Prospek



Pertumbuhan



perkembangan



Ekonomi:



ekonomi,



gambaran



kegiatan



usaha,



sektor prospek



pendorong investasi



pembangunan dan perkembangan penggunaan tanah, produktivitas kawasan, dan kemampuan pendanaan pemerintah daerah.



c.



Daya Dukung Fisik dan Lingkungan: kemampuan fisik, lingkungan dan lahan potensial bagi pengembangan kawasan selanjutnya. Beberapa aspek yang harus dipahami antara lain: kondisi tata guna lahan, kondisi bentang alam kawasan, lokasi geografis, sumber daya air, status-nilai tanah, izin lokasi, dan kerawanan kawasan terhadap bencana alam.



d. Aspek Legal Konsolidasi Lahan Perencanaan: kesiapan administrasi dari lahan yang direncanakan dari segi legalitas hukumnya.
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e. Daya Dukung Prasarana dan Fasilitas Lingkungan: seperti jenis infrastruktur, jangkauan pelayanan, jumlah penduduk yang terlayani, dan kapasitas pelayanan.



f.



Kajian Aspek Signifikansi Historis Kawasan: kaitan kedudukan nilai historis kawasan pada konteks yang lebih besar, misalnya sebagai aset pelestarian pada skala kota/regional bahkan pada skala nasional.



3.



Prinsip-prinsip Analisis Salah satu cara menganalisis adalah dengan metode analisis SWOT: a. Kekuatan/Potensi (Strength) yang dimiliki wilayah perencanaan, yang selama ini tidak atau belum diolah secara maksimal, atau pun terabaikan keberadaannya. b. Kelemahan/Permasalahan (Weakness) internal yang selama ini dihadapi dalam kawasan perencanaan. c. Prospek/Kesempatan (Opportunity) pengembangan yang lebih luas (pada skala perkotaan-perdesaan/regional pada masa yang akan datang. d. Kendala/Hambatan (Threat)



yang dihadapi wilayah perencanaan,



terutama yang berasal dari faktor eksternal. 4.



Hasil Analisis asil analisis kawasan dan wilayah perencanaan mencakup indikasi program bangunan dan lingkungan yang dapat dikembangkan pada kawasan perencanaan, termasuk pertimbangan dan rekomendasi tentang indikasi potensi kegiatan pembangunan kawasan/lingkungan yang memiliki dampak besar dan penting serta yang memerlukan penyusunan AMDAL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



5.1.2. Analisis Pengembangan Pembangunan Berbasis Peran Masyarakat 1.



Manfaat a. Memupuk



pemahaman



dan



kesadaran



masyarakat



akan



hak,



kewajiban, dan peranannya di dalam proses pembangunan, sehingga
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tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab yang kuat terhadap hasilhasilnya. b. Meminimalkan konflik, sehingga mempercepat proses kegiatan secara keseluruhan, serta terbangunnya suatu ikatan di masyarakat. c. Efisiensi dan efektivitas. Keputusan yang diambil akan bersifat efisien dan efektif jika sesuai dengan kondisi yang ada, baik kebutuhan, keinginan, maupun sumber daya di masyarakat. d. Memberdayakan masyarakat setempat, terutama dalam hal membentuk dan membangun kepercayaan diri, kemampuan bermasyarakat dan bekerja sama. 2.



Prinsip Utama a. Berdasarkan kesepakatan dan hasil kerjasama; Kesepakatan yang dicapai adalah hasil dialog dan negosiasi berbagai pihak yang terlibat atau pun pihak yang terkena dampak perencanaan. b. Sesuai



dengan aspirasi publik;



Perencanaan disesuaikan dengan



kebutuhan, keinginan dan kondisi yang ada di masyarakat. c. Kejelasan tanggung jawab 1)



Adanya sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan yang transparan dan terbuka bagi publik.



2)



Terbuka kemungkinan untuk mengajukan keberatan dan gugatan melalui instansi yang berwenang menangani gugatan kepada pemilik, pengelola, dan/atau pengguna atas penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.



d. Kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam proses pembangunan. Setiap anggota masyarakat atau pemangku kepentingan (stakeholders), terutama yang akan terkena dampak langsung dari suatu kegiatan pembangunan, memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk berkiprah.



Page 24



 Usulan Teknis Kawasan Pameungpeuk Kabupaten Garut



3.



Tahapan Perencanaan Partisipatif a. Persiapan:



pengenalan



program



yang



akan



dilakukan



kepada



masyarakat terkait, pembentukan kelompok, pendefinisian pihak terkait, penentuan



pendekatan



pihak



terkait,



dan



penyusunan



strategi



pengumpulan informasi. b. Identifikasi aspirasi dan analisis permasalahan: penyusunan tujuan, kebutuhan, dan kepentingan semua pihak, pelibatan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), penciptaan dan sosialisasi mekanisme, serta analisis kebutuhan dan sumber daya pengembangan kawasan. c. Analisis perilaku lingkungan: terutama mengenai interaksi kawasan perkotaan yang sudah memiliki struktur kota yang solid pada kawasan perencanaan. d. Rencana pengembangan: pedoman utama, arahan pengembangan, kepentingan prioritas, identifikasi hambatan, identifikasi sumber daya, dan visi pengembangan kawasan. e. Strategi



pengembangan



dan



publikasi:



perencanaan



tahapan,



monitoring dan evaluasi, persetujuan legal, strategi kerja sama dengan wakil-wakil komunitas, penyebaran informasi dan publikasi program. f.



Penerapan



rencana:



publikasi



rencana



pelaksanaan,



adaptasi



perubahan, peninjauan dan kaji ulang (review) berkala bersama dengan komunitas dan seluruh masyarakat. 4.



Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat a. Tenaga kerja, yaitu kontribusi masyarakat sebagai pekerja di dalam proses penataan lingkungan/kawasan. b. Sebagai inisiator program, yaitu masyarakat mengajukan usulan awal mengenai kemungkinan penataan bangunan dan lingkungan setempat. c. Berbagi biaya, yaitu masyarakat berbagi tanggung jawab terhadap pembiayaan kegiatan penataan. d. Berdasarkan kontrak, yaitu masyarakat terikat kontrak untuk melaksanakan suatu/seluruh program kegiatan penataan.
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e. Pengambilan keputusan pada seluruh proses, yaitu melibatkan masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan sejak awal proyek, sehingga hasilnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. 5.



Proses Partisipasi Masyarakat a. Persiapan: sosialisasi kepada masyarakat, identifikasi organisasi masyarakat setempat, dan penunjukan organisasi masyarakat setempat. b. Perencanaan Tahunan: penyusunan visi-misi kegiatan, partisipasi swadaya masyarakat dalam pendanaan suatu kegiatan. c. Perancangan: partisipasi dalam memberikan masukan dan pengambilan keputusan perancangan lingkungan/kawasan. d. Pelelangan: partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan fisik. e. Pelaksanaan: partisipasi masyarakat sebagai tenaga kerja dan partisipasi (bantuan) masyarakat dalam pengadaan bahan bangunan. f.



Monitoring dan Evaluasi: partisipasi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan.



5.1.3. Metode Konsensus Pendekatan penyusunan dokumen ini mencoba keluar dari proses konvensional. Lebih jauh lagi dari metode partisipatoris yang melibatkan masyarakat dalam proses konsultasi pada pertengahan proses, pendekatan yang digunakan adalah dengan memakai konsensus bersama masyarakat sejak awal penyusunan program. Selain menggali hasil penelitian yang pernah dilakukan di kawasan perencanaan, pemahaman permasalahan, potensi dan prospek kawasan perencanaan, dilakukan suatu cara sedemikian sehingga masyarakat mampu menemui dan mengenali permasalahan mereka dan mencari jalan keluarnya sendiri. Dengan demikian hasilnya akan lebih baik dan berkelanjutan, dibandingkan dengan bila diberikan oleh pihak lain. Dengan kata lain pendekatan yang digunakan adalah menata bersama masyarakat.
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Dalam pendekatan bersama masyarakat ini, kaum profesional tetap diperlukan. Lingkungan binaan di sekitar kita pada umumnya direncanakan dan dirancang oleh para profesional. Namun demikian, tidak semua dapat ternaungi dalam pekerjaan kaum profesional ini. Banyak perubahan dalam lingkungan binaan kita yang terjadi begitu saja, tidak direncanakan dan dirancang, terdorong karena tekanan ekonomi, sosial dan ekologis, kultural, geograﬁs dan klimatis. Dengan demikian sumber daya kaum profesional saja tidak cukup untuk mengendalikan lingkungan binaan. Disamping itu, kaum profesional adalah pihak luar yang paham atas ruang lingkup besar namun tidak mengerti akan ciri khas dan keseharian suatu wilayah perancangan. Beberapa prinsip pendekatan yang ditekankan pada proses penyusunan RTBL Kawasan Pameungpeuk ini secara spesiﬁk, tidak sekedar sebuah urun rembug atau Focus Group Discussion adalah: 



Penerapan pendekatan harus memperhatikan kompleksitas masyarakat dan kebudayaannya







Pendamping harus langsung terlibat dalam kegiatan masyarakat.







Pendekatan yang digunakan bertujuan memberdayakan masyarakat agar mereka memiliki kemampuan untuk: -



Menganalisa kebutuhan mereka sendiri



-



Menemukan jalan keluar dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut



-



Mengembangkan rencana tindakan untuk mencari jalan keluar



5.1.4. Konsep Dasar Perancangan Tata Bangunan Dan Lingkungan 1.



Manfaat



a. Mengarahkan penyusunan visi dan karakter perancangan. b. Mengendalikan suatu intervensi desain lingkungan sehingga berdampak baik, terarah dan terukur terhadap suatu kawasan yang direncanakan.



c. Mengintegrasikan desain elemen-elemen kota yang berpengaruh pada suatu perencanaan kawasan.



d. Mengarahkan indikasi program dan desain penataan yang tepat pada tiap subbagian kawasan yang direncanakan.
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2.



Komponen Dasar Perancangan a. Visi Pembangunan, yaitu gambaran spesifik karakter lingkungan di masa mendatang yang akan dicapai sebagai hasil akhir penataan suatu kawasan yang direncanakan, disesuaikan dengan seluruh kebijakan dan rencana tata ruang yang berlaku pada daerah tersebut. b. Konsep Perancangan Struktur Tata Bangunan dan Lingkungan, yaitu suatu gagasan perancangan dasar pada skala makro, dari intervensi desain struktur tata bangunan dan lingkungan yang hendak dicapai pada kawasan



perencanaan,



terkait



dengan



struktur



keruangan



yang



berintegrasi dengan kawasan sekitarnya secara luas, dan dengan mengintegrasikan seluruh komponen perancangan kawasan yang ada. c. Konsep



Komponen



Perancangan



Kawasan,



yaitu



suatu



gagasan



perancangan dasar yang dapat merumuskan komponen komponen perancangan kawasan (peruntukan, intensitas, dll). d. Blok-blok Pengembangan Kawasan dan Program Penanganannya, yaitu pembagian



suatu



kawasan



perencanaan



menjadi



blok-blok



pengembangan yang lebih kecil sehingga strategi dan program pengembangannya dapat lebih terarah dan rinci. 3.



Kriteria Penyusunan Komponen Dasar Perancangan a. Kriteria Penetapan Isi dari Visi Pembangunan: 1)



Spesifik mengacu pada konteks setempat;



2)



Memiliki spirit untuk membentuk/memperkuat karakter dan identitas suatu tempat;



3)



Memperkuat/memperjelas struktur ruang lingkungan/kawasan dalam konteks makro;



4)



Realistis dan rasional: penetapan visi yang memungkinkan dicapai pada kurun waktu penataan dan secara rasional memungkinkan untuk dicapai berdasarkan konteks dan potensi yang ada;



5)



Kinerja dan sasaran terukur;



6)



Mempertimbangkan berbagai sumber daya dukung lingkungan;



7)



Memperhatikan



kepentingan



lokal.
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b. Kriteria Penyusunan Konsep Perancangan Struktur Tata Bangunan dan Lingkungan: 1)



Merupakan perwujudan realistis dari Visi Pembangunan.



2)



Merupakan sintesa dari identifikasi permasalahan, potensi dan prospek kawasan perencanaan yang dilakukan pada tahapan analisis.



3)



Membentuk/memperkuat karakter dan identitas suatu tempat.



4)



Memperhatikan keterkaitan makro dengan struktur ruang kota, dan keterkaitan mikro dengan lingkungan eksisting sekitarnya.



5)



Mengintegrasikan seluruh elemen rancang lingkungan.



c. Kriteria Penyusunan Konsep Komponen Perancangan Kawasan Secara sistematis, konsep harus mencakup gagasan yang komprehensif dan terintegrasi terhadap komponen-komponen perancangan kawasan, yang meliputi kriteria: 1)



Struktur peruntukan lahan;



2)



Intensitas pemanfaatan lahan;



3)



Tata bangunan;



4)



Sistem sirkulasi dan jalur penghubung;



5)



Sistem ruang terbuka dan tata hijau;



6)



Tata kualitas lingkungan;



7)



Sistem prasarana dan utilitas lingkungan;



8)



Pelestarian bangunan dan lingkungan.



d. Kriteria Penetapan Blok-blok Pengembangan Kawasan dan Program Penanganan Penetapan



atau



pun



pembagian



blok



pengembangan



dapat



didasarkan pada: 1)



Secara fungsional: (1) Kesamaan fungsi, karakter eksisting atau pun karakter yang ingin diciptakan; (2) Kesamaan dan potensi pengembangan; (3) Kebutuhan pemilahan dan organisasi pekerjaan serta strategi pengembangannya.
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2)



Secara fisik: (1) Morfologi blok; (2) Pola/pattern blok; (3) Kemudahan implementasi dan prioritas strategi.



3)



Dari



sisi



lingkungan



(daya



dukung



dan



kelestarian



ekologi



lingkungan): (1) Keseimbangan



dengan



daya



dukung



lingkungan,



dan



perwujudan sistem ekologis yang berkelanjutan; (2) Peningkatan kualitas kehidupan ruang publik melalui penyediaan lingkungan yang aman, nyaman, sehat dan menarik serta berwawasan ekologis. 4)



Dari sisi pemangku kepentingan: Tercapainya



keseimbangan



berbagai



kepentingan



yang



ada



antarpara pelaku. 5.3. Tahapan Kegiatan dan Program Kerja Secara garis besar, lingkup kegiatan terdiri dari Kegiatan Konsultansi penyusunan RTBL terdiri dari: 1.



Pengumpulan data. a. Mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif dari sumber data primer maupun sekunder sebagai bahan analisis. b. Mengadakan peta/foto udara kawasan skala 1:10.000. c. Melakukan analisis data baik dari aspek kuantitatif dan aspek kualitatif yang dapat dipakai sebagai bahan untuk merumuskan masalah sebagai dasar penyusunan RTBL.



2.



Perumusan Potensi dan Masalah, berdasarkan analisa di lapangan perlu dirumuskan potensi dan masalah yang pemecahannya dapat didekati dengan Analisis SWOT (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats Analysis) dan analisa pengembangan pembangunan berbasis peran masyarakat untuk penyusunan RTBL.



3.



Materi pokok Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) terdiri dari
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a. Program Bangunan dan Lingkungan  Merupakan



penjabaran



lebih



lanjut



dari



perencanaan



dan



peruntukan lahan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tertentu yang memuat jenis, jumlah, besaran dan luasan bangunan gedung serta



kebutuhan



ruang



terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan dan sarana penyehatan lingkungan, baik berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru. 



Dilakukan melalui



analisis



kawasan dan wilayah perencanaan



termasuk mengenai pengendalian dampak lingkungan dan analisis pengembangan pembangunan berbasis peran masyarakat yang menghasilkan



konsep dasar



perancangan



tata



bangunan



dan



perancangan



tata



bangunan



dan



lingkungan.  Merumuskan



konsep



dasar



lingkungan sebagai hasil analisa program ban-unan dan lingkungan. b. Rencana Umum (design plan) dan Panduan Rancagan 



Rencana struktur peruntukan lahan



 Rencana intensitas pemanfaatan lahan  Rencana tata bangunan  Rencana sistem sirkulasi dan jalur penghubung  Rencana sistem ruang terbuka dan tata hijau  Rencana tata kualitas lingkungan  Rencana sistem prasarana dan utilitas lingkungan  Penjelasan



rinci



rencana-rencana



tersebut,



ketentuan dasar implementasi rancangan



yang



meliputi



dan prinsip-prinsip



pengembangan rancangan kawasan c. Rencana Investasi 



Merupakan



rujukan



bagi



para



pemangku



kepentingan



untuk



menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan atau perhitungan keberhasilan investasi.
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 Termasuk di dalamnya: skenario strategi rencana investasi dan pola kerjasama operasional investasi. d. Ketentuan Pengendalian Rencana  Merupakan



alat



mobilisasi



peran



masing-masing pemangku



kepentingan pada masa pelaksanaan atau masa pemberlakuan RTBL sesuai dengan kapasitasnya dalam suatu sistem yang disepakati bersama.  Termasuk di dalamnya: strategi pengendalian rencana, dan arahan pengendalian rencana e. Pedoman Pengendalian Pelaksanaan  Merupakan arahan perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan/kawasan yang berdasar-kan dokumen RTBL dan panduan pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas meningkat dan berkelanjutan. Termasuk di dalamnya: aspek dan kriteria pengendalian, serta tujuan,







lingkup, aset properti, pelaku, aspek dan sistematika pedoman pengelolaan. f.



Pembinaan Pelaksanaan Pembinaan pelaksanaan oleh pemerintah bertujuan untuk mewujudkan efektiﬁ tas peran pemerintah, masyarakat dan dunia dalam penyusunan RTBL maupun dalam penetapan dokumen RTBL melalui peraturan gubernur/bupati/walikota,



pelaksanaan



dan



pengendalian



pembangunan, pengelolaan kawasan serta peninjauan kembali RTBL. Termasuk di dalamnya: program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah dan



pemerintah



daerah



dalam



menyelenggarakan



pembinaan pelaksanaan tersebut. Pelaksanaan pekerjaan penyusunan RTBL Kawasan Pameungpeuk dilakukan dalam 3 (tiga) tahap. Tahap I: Tahap Analisis Kawasan Perancangan Pada tahap ini dilakukan kegiatan: 



Analisa kawasan dan wilayah perencanaan







Analisa pengembangan pembangunan berbasis peran serta masyarakat
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Dari kedua analisa tersebut ditentukan visi pembangunan







Penyusunan konsep dasar perancangan tata bangunan dan lingkungan



Keluaran Tahap I ini adalah Program Bangunan dan Lingkungan Tahap II: Tahap Perumusan dan Pengembangan Pada tahap ini dilakukan kegiatan: a. Perancangan Rencana Umum berupa:  Peruntukan lahan makro dan mikro  Rencana perpetakan  Rencana tapak  Rencana sistem pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan  Ruang terbuka hijau  Rencana wujud visual bangunan dan gedung  Rencana prasarana dan sarana lingkungan b. Menentukan Panduan Umum berupa:  Ketentuan dasar implementasi rancangan  Prinsip-prinsip pengembangan rancangan kawasa Keluaran Tahap II ini adalah Rencana Umum dan Panduan Rancangan Tahap III: Tahap Pengembangan Dukungan Pelaksanaan Pada tahap ini dilakukan kegiatan:  Menyusun skenario rencana investasi  Menyusun pola kerjasama operasiona investasi  Menyusun strategi pengendalian rencana  Menentukan arahan pengendalian rencana Metode



pendekatan



dalam



penyusunan



Rencana



Tata



Bangunan



dan



Lingkungan Kawasan Pameungpeuk selengkapnya dapat dilihat pada Gambar.
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5.4. Pedoman pelaksanaan pembangunan kawasan perkotaan 1. Arahan Kepadatan Bangunan Intensitas Bangunan, intensitas bangunan berkaitan dengan jumlah bangunan dalam satuan luasnya juga dengan perbandingan luas terbangun dengan luas persilnya dalam persen atau Koefisien Dasar Bangunan (KDB). KDB = Luas Dasar Bangunan x 100% Luas Persil Besarnya KDB pada suatu wilayah berbeda-beda tergantung kepada peruntukan wilayah tersebut, misalnya : perumahan maksimal 60%, komersial 100%, wilayah konservasi maksimum 10% bahkan tidak boleh dibangun.



DASAR BANGUNAN



PERSIL



1) Materi yang diatur Perbandingan luas lahan yang tertutup bangunan dan bangunanbangunan dalam tiap petak peruntukan dibandingkan dengan luas petak peruntukan 2) Kedalaman materi yang diatur Kepadatan bangunan yang dirinci untuk setiap blok-blok peruntukan. 3) Pengelompokan materi yang diatur
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Blok peruntukan dengan koefisien dasar bangunan sangat tinggi (lebih besar dari 75 %);







Blok peruntukan dengan koefisien dasar bangunan menengah (20 % 50 %);







Blok peruntukan dengan koefisien dasar bangunan rendah (5 % - 20%);







Blok peruntukan dengan koefisen dasar bangunan sangat rendah ( > 5 %).



2. Arahan Ketinggian Bangunan Ketinggian Bangunan, ketinggian maksimum bangunan tergantung kepada ketentuan sempadan bangunan terhadap langit berdasarkan syarat-syarat jalur penerbangan, telekomunikasi, cahaya sinar matahari, adanya bangunan konservasi disekitarnya, dan lain-lain juga ketentuan Rasio Luas Lantai Bangunan terhadap luas lahan ( FAR, Floor Area Ratio atau KLB, Koefisien Lantai Bangunan) seperti telah dibahas sebelumnya. KLB = Luas Lantai Keseluruhan Bangunan Luas Persil Pendekatan lain ketinggian bangunan berdasarkan sisi sudut pandang estetika manusia pada ruang luar bangunan seperti : a. Tampak Depan bangunan yang berguna sebagai batas depan dari suatu daerah pandangan jauh dan menyeluruh. b. Pandangan manusia cenderung melihat obyek dalam hubungan dengan keadaan sekelilingnya. c. Jarak yang dibutuhkan untuk mengamati seluruh muka bangunan. d. Jarak yang dibutuhkan untuk mengamati detail muka bangunan. Keseimbangan antara tinggi bangunan dan jarak pandang atau jarak antar



D=0.50



D=0.25



bangunan akan memberikan pengaruh terhadap nilai ruang yang timbul.
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Bila D/H = 4 ; pengaruh nilai ruangnya hilang dan sulit dirasakan. Bila D/H < 1; sulit membuat tata letak dengan baik.



α = 14º



H



H;D=1:4



D



α = 18º



D



H



H;D=1:3



α = 30º



D



H



H;D=1:2



α = 45º



D



H



H;D=1:1



1) Materi yang diatur Rencana ketinggian maksimum atau maksimum dan minimum bangunan untuk setiap blok peruntukan (koefisien lantai bangunan). 2) Kedalaman materi yang diatur Ketinggian bangunan yang dirinci untuk setiap blok peruntukan.
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3) Pengelompokan materi yang diatur 



Blok peruntukan ketinggian bangunan sangat rendah adalah blok dengan tidak bertingkat dan bertingkat maksimum dua lantai (KLB maksimum = 2 x KDB) dengan tinggi puncak bangunan maksimum 12 m dari lantai dasar;







Blok peruntukan ketinggian bangunan rendah adalah blok dengan bangunan bertingkat maksimum 4 lantai ( KLB maksimum = 4 x KDB) dengan tinggi puncak bangunan maksimum 20 m dan minimum 12 m dari lantai dasar;







Blok peruntukan ketinggian bangunan sedang adalah blok dengan bangunan bertingkat maksimum 8 lantai (KLB maksimum = 8 x KBD) dengan tinggi puncak bangunan maksimum 36 m dan minimum 24 m dari lantai dasar;







Blok peruntukan ketinggian bangunan tinggi bangunan tinggi adalah blok dengan bangunan bertingkat minimum 9 lantai (KLB maksimum = 9 x KDB) dengan tinggi puncak bangunan minimum 40 m dari lantai dasar;







Blok peruntukan ketinggian bangunan sangat tinggi adalah blok dengan bangunan bertingkat minimum 20 lantai (KLB maksimum = 20 x KDB) dengan tinggi puncak bangunan minimum 80 m dari lantai dasar.



3. Arahan Perpetakan Bangunan perpetakan Bangunan, bangunannya terdiri berbagai jenis ruang yang harus disusun sesuai dengan kegiatan dan hubungan antar ruang yang terjadi didalamnya. Demikian juga bangunan-bangunan dalam suatu lahan harus ditata dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti ; kebutuhankegunaan-hirarki, pencapaian, pencahayaan, pengudaraan, arah pandang, dan lain-lain terutama faktor yang telah dibahas sebelumnya. Secara garis besar susunan bangunan akan menimbulkan ruang dalam bentuk yang berbeda-beda seperti ;
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a. Ruang Terpusat, ruang terpusat merupakan susunan ruang-ruang sekunder yang menimbulkan ruang dominan di titik pusatnya sebagai titik pusat kegiatan. Ruang sekunder dapat berupa : 



Ruang-ruang dengan kesamaan fungsi, ukuran, dan bentuk sehingga berkesan teratur dan simetri terhadap sumbu-sumbunya.







Ruang-ruang yang berbeda satu sama lain dalam fungsi, ukuran, dan bentuk.







Kombinasi sebagian sama dan sebagian lainnya berbeda.



Konfigurasi ruang terpusat menciptakan organisasi yang teratur dan cenderung simetris dan tidak mempunyai arah sehingga perlu pengolahan akses masuk yang jelas pada ruang-ruang sekunder disekitarnya.



b. Ruang Linier, merupakan susunan ruang-ruang yang membentuk deretan ruang dapat berupa : 



Deretan ruang yang berhubungan satu sama lainnya dan memiliki tingkatan (fungsi – ukuran – bentuk) yang sama.







Deretan ruang yang satu sama lainnya berhubungan tetapi memiliki tingkat berbeda.







Deretan ruang yang merupakan kombinasi dari berbagai tingkatan.







Deretan ruang yang satu dengan lainnya berdiri sendiri.



Keempat sifat ruang linier memiliki acuan seperti : 



Karakter yang panjang dari ruang linier menunjukan suatu arah dan menggambarkan gerak pertumbuhan.
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Komposisi ruang dapat bersifat fleksibel atau dapat bereaksi dan beradaptasi sesuai dengan keadaan lapangan yang dihadapi.







Deretannya dapat menjadi pemisah ruang-ruang menjadi kawasan yang berbeda.







Deretan ruang yang terbentuk memiliki kontak dengan ruang luar serta membentuk orientasi ke luar dan kedalam.







Untuk pengakhiran deretan ruang dapat digunakan bentuk dominan.







Ruang Radial, merupakan kombinasi ruang terpusat dan ruang linier. Ruang linier bagian lengan dari ruang terpusat sebagai intinya. Jika ruang terpusat memiliki sifat kedalam (introvert) maka ruang radial mencerminkan sifat keluar (ekstrovert). Ruang pusat menjadi poros dan mengatur konfigurasi untuk lengan-lengannya. Lengan-lengan dapat memiliki tingkatan yang sama, berbeda, atau kombinasi.
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c. Ruang Cluster, merupakan susunan ruang-ruang yang mengelompok serta berhubungan satu dengan lainnya. Pengelompokan ruang tidak harus sama dalam ukuran, atau bentuk sehingga pola geometrinya tidak kaku dan mudah berkembang tanpa merubah karakternya. Ruang Cluster dapat dikenali dari konfigurasinya : 



Konfigurasi pengulangan bentuk, kesamaan ruang, kegiatan, dan program sehingga memberi kesan luwes.







Konfigurasi perpaduan bentuk yang memiliki kesamaan wujud.







Konfigurasi berbeda bentuk, fungsi, dan ukuran yang diorganisasi dengan sumbu berdasarkan titik masuk (entrance), lintasan (ruang gerak), lintasan berupa loop.



d. Ruang



Grid,



pembentukan



terbentuk garis



dari



sejajar



titik-titik saling



dan



dikembangkan



berpotongan



yang



melalui



kemudian



diproyeksikan menjadi 3 (tiga) dimensi sehingga menjadi satuan unit modul ruang yang berkembang. Ruang grid berkesan keteraturan dan utuh sehingga memperlihatkan hubungan yang kuat dan tetap terjaga walaupun terdapat perbedaan dalam ukuran, bentuk, dan fungsi. Organisasi ruang grid dapat menimbulkan kemonotonan sehingga untuk menguranginya dapat dilakukan dengan penambahan dan pengurangan unuit-unit modul yang lain. Variasi dapat dilakukan dengan memberi hirarki unit-unit modul dengan cara diperbesar atau diperkecil. Ruang grid dapat dimanipulasi bentuknya bila menghadapi kondisi tapak berkontur atau bila terjadi penyempitan tapak.
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1) Materi yang diatur Luas



petak-petak peruntukan yang



terdapat pada



setiap blok



peruntukan dalam kawasan. 2) Kedalaman materi yang diatur Luas petak peruntukan pada setiap blok peruntukan dan pada setiap penggal jalan. 3) Pengelompokan materi yang diatur 



Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi I (diatas 2500 m2);







Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi II (1000 – 2500 m2);







Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi III (600 – 1000 m2);







Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi IV (250 – 600 m2);







Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi V (100 – 250 m2);







Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi VI (50 – 100 m2);







Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi VII (dibawah 50 m2);







Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi VIII (rumah susun/flat).



4. Arahan Garis Sempadan Batas suatu lahan dapat dibangun dibatasi oleh Garis Sempadan Bangunan yang terdiri dari beberapa jenis, diantaranya : a. Garis Sempadan Bangunan Terhadap Sungai, merupakan jarak terdekat minimal setengah lebar sungai yang dapat didirikan bangunan. Selain untuk keamanan bila terjadi limpasan air juga pada daerah sempadan dapat dijadikan jalan inspeksi untuk mengawasi aliran air sungai. b. Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan, merupakan jarak terdekat minimal dari tepi jalan yang dapat didirikan bangunan atau pondasi dari
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bangunan. Besarnya jarak sempadan ini tergantung fungsi dari bangunan yang ada. Misalnya untuk daerah perumahan besarnya setengah lebar jalan tetapi untuk daerah komersial seperti toko-toko dapat berjarak nol. Untuk kenyamanan daerah komersial ini dapat diterapkan bangunan dengan pemunduran pada lantai dasarnya sedangkan lantai berikutnya dan kolom dapat ditempatkan pada titik nol, ruang yang ditimbulkannya berfungsi sebagai peneduh dan ruang bagi pejalan kaki dibawahnya. c.



Garis Sempadan Bangunan Terhadap Langit, merupakan garis sempadan arah vertikal yang dibatasi oleh tingkat pandangan atau visual, jalur penerbangan, dan jalur komunikasi. Garis sempadan ini akan dapat menghindarkan terjadinya suasana mencekam karena efek visual bangunan yang terlalu tinggi atau terlalu besar dengan jarak yang terlalu dekat dari jalur sirkulasi. Selain itu juga menghindari kerugian akibat bayangan yang menimbulkan kegelapan ataupun cerminan yang menimbulkan kesilauan oleh suatu bangunan terhadap daerah disekitarnya. Garis sempadan ini juga dapat menjaga keamanan lintas penerbangan terutama wilayah sekitar bandar udara dan terganggunya sinyal telekominikasi berupa pantulan atau terhalangnya sinyal telekomunikasi. Garis sempadan ini seharus lebih tinggi tingkatannya dari ketentuan rasio luas bangunan yang dapat dibangun (FAR, Floor Area Ratio) jadi apabila rasio luas bangunan masih memungkinkan tetapi tetap tidak boleh melampaui garis sempadan ini.



Garis Sempadan Langit



Garis Sempadan Sungai



Garis Sempadan Jalan
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1) Materi yang diatur Jarak antara as jalan dengan bangunan maupun dengan pagar halaman, dan jaringan bangunan dengan batas persil. 2) Kedalaman materi yang diatur Berbagai garis sempadan yang dirinci sampai dengan blok peruntukan untuk tiap penggal jalan. 3) Pengelompokan materi yang diatur 



Sempadan muka bangunan;







Sempadan pagar;







Sempadan sampingan bangunan.



5. Rencana Penanganan Blok Peruntukan 1) Materi yang diatur Penanganan blok peruntukan dan jaringan pergerakan serta utilitas yang akan dilaksanakan dalam kawasan, baik kebutuhan akan konservasi, pengembangan baru pemugaran atau penanganan khusus. 2) Kedalaman materi yang diatur Penanganan blok peruntukan dan jaringan pergerakan yang dirinci untuk setiap blok peruntukan dan penggal jalan. 3) Pengelompokan materi yang diatur 



Bangunan/jaringan baru yang akan dibangun;







Bangunan/jaringan yang akan ditingkatkan;







Bangunan/jaringan yang akan diperbaiki;







Bangunan/jaringan yang akan diperbaharui;







Bangunan/jaringan yang akan dipugar;







Bangunan/jaringan yang akan dilindungi.



6. Rencana Penanganan Prasarana dan Sarana 1) Materi yang diatur Penanganan prasarana dan sarana yang akan dilaksanakan dalam kawasan,



baik



kebutuhan



akan



pemugaran atau penanganan khusus.
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2) Kedalaman materi yang diatur Penanganan prasarana dan sarana yang dirinci untuk setiap blok peruntukan dan penggal jalan. 3) Pengelompokan materi yang diatur 



jaringan prasarana dan sarana baru yang akan dibangun;







jaringan prasarana dan sarana yang akan ditingkatkan;







jaringan prasarana dan sarana yang akan diperbaiki;







jaringan prasarana dan sarana yang akan diperbaharui;







jaringan prasarana dan sarana yang akan dipugar.



5.5. Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan diselenggarakan melalui kegiatan



pengawasan



dan



penertiban



terhadap



pemanfaatan



ruang



berdasarkan mekanisme perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, pemberian kompensasi,



mekanisme



pelaporan,



mekanisme



pemantauan,



mekanisme



evaluasi dan mekanisme pengenaan sanksi. 1) Materi yang diatur Ketentuan-ketentuan



yang



mencakup



perijinan,



pengawasan,



dan



penertiban di kawasan perkotaan. 2) Kedalaman materi yang diatur Kedalaman materi yang diatur meliputi pengaturan tentang mekanisme advis planning



(rekomendasi



perencanaan)



perijinan,



pengawasan,



dan



penertiban. 3) Pengelompokan materi yang diatur 



Mekanisme advis planning perijinan sampai dengan pemberian ijin lokasi bagi kegiatan perkotaan;







Mekanisme pemberian insentif dan disinsentif bagi kawasan yang didorong pengembangannya, kawasan yang dibatasi pengembangannya, serta terhadap upaya-upaya perwujudan ruang yang menjaga konsistensi pembangunan



dan



keserasian



perkembangan



Bagian



Kawasan



Perkotaan dengan Kota/Kawasan Perkotaan, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
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Mekanisme pemberian kompensasi berupa mekanisme penggantian yang diberikan



kepada



masyarakat



pemegang



hak



atas



tanah,



hak



pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, tambang, bahan galian, kawasan lindung yang mengalami kerugian akibat perubahan nilai ruang dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang; 



Mekanisme pelaporan mencakup mekanisme pemberian informasi secara obyektif mengenai pemanfaatan ruang yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan instansi yang berwenang;







Mekanisme pemantauan yang mencakup pengamatan, pemeriksaan dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dan dilakukan oleh instansi yang berwenang;







Mekanisme



evaluasi



dilakukan



untuk



menilai



kemajuan



kegiatan



pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang yang dilakukan oleh masyarakat dan instansi yang berwenang; 



Mekanisme pengenaan sanksi mencakup sanksi administratif, pidana dan perdata.



5.6. Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Materi yang diatur adalah prioritas pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun yang dibagi dalam tahapan 1 (satu) tahunan. Tahapan pelaksanaan ini merupakan penjabaran dari prioritas pembangunan Kota Cilegon yang dirinci menjadi indikasi program. Dalam program tersebut akan meliputi : 



Jenis program;







Lokasi program;







Perencanaan besaran setiap program;







Sumber pembiayaan.



5.7. Beberapa Model dan Metode Dalam Penyusunan RTBL 1.



Metode analisa kualitatif.



2.



Metode analisa kuantitatif.



Penggunaan metode-metode analisa tergantung pada : 1.



Tujuan dan hasil analisa yang dibutuhkan.
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2.



Kondisi dan kelengkapan data yang diperoleh.



Berikut ini diuraikan secara diskriptip beberapa alternatif metode analisa yang diperkirakan akan digunakan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (Kec. Pulomerak, Kec. Grogol dan Kec. Purwakarta). 1. Metode dan Model Analisa Kependudukan. Beberapa metode analisa kuantitatif yang mungkin dapat digunakan ialah : a. Metode Bunga Berganda, dengan rumus matematis : Pt + n = Pt (1 + r)n dimana : P



= jumlah penduduk di daerah yang diselidiki pada tahun t.



Pt



= jumlah penduduk di daerah yang diselidiki pada tahun t



R



= tingkat (persentase) pertambahan penduduk rata-rata setiap tahun (diperoleh dari data masa yang lalu).



Dalam metode analisa ini dianggap bahwa tingkat pertambahan penduduk setiap tahun adalah tetap dan jumlah penduduk akan bertambah secara berganda. Penggunaan metode ini biasanya tepat untuk memproyeksikan jumlah penduduk pada kota-kota kecil yang memiliki aktivitas kegiatan yang strategis dalam skala regional maupun nasional. b. Metode Analisa Regresi Linier, Merupakan suatu metode untuk proyeksi jumlah penduduk pendekatan statistik.



Secara sederhana rumus



melalui



matematisnya dapat



ditulis : P = a + bx dimana : P



= jumlah penduduk daerah yang diselidiki pada tahun t.
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X



= Nilai yang diambil dari variabel bebas.



a,b



= konstanta.



Nilai a dan b dapat dicari dengan metode selisih kuadrat minimum, yaitu sebagai berikut :  P  X2 -  X  XP a=



N X2 - (X)2



N  XP -  X P b=



N X2 - ( X)2



Keterangan : N = Jumlah tahun data pengamatan, sehingga untuk kepentingan proyeksi rumus matematis regresi linier / ekstrapolasi menjadi:



Pt+n = a + b Xt+n c. Cohort Survival Method (CSM), Tehnik perhitungan ini didasarkan pada selisih antara angka kematian dan angka tetap hidup pada berbagai kelompok umur/usia, kelamin dan lainlain. Biasanya penduduk dikelompokkan menurut usia. Untuk mengetahui pertambahan secara keseluruhan, kelompok umur yang tetap hidup dijumlahkan. Sedangkan untuk mengetahui laju pertambahan penduduk masing-masing kelompok umur, digunakan daftar kematian tiap-tiap kelompok umur, dan juga angka kesuburan wanita tiap kelompok umur. Untuk setiap selang (interval) usia, pertambahan jumlah penduduk diperhitungkan dari : 1. Jumlah wanita melahirkan pada tiap kelompok usia. 2. Jumlah tetap hidup dengan menggunakan laju kematian pada tiap kelompok usia. 2. Metode Analisa Untuk Pengukuran Tingkat Kemudahan Pencapaian. Untuk mencapai seberapa mudahnya suatu tempat (lokasi) dicapai dari lokasi yang lain, perlu dilakukan pengukuran tingkat kemudahan. Metode yang bisa digunakan untuk itu antara lain ialah : a. Nilai Aksesibilitas, dengan rumus matematis :
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FKT A= d



dimana



A



= Nilai Akesesibilitas



F



= Fungsi jalan



K



= Konstruksi jalan :aspal, perkerasan & tanah



T



= Kondisi jalan : baik, sedang dan buruk



d



= jarak



: arteri, kolektor, dan lokal



Nilai-nilai F, K, dan T diberi bobot. b. Indeks aksesibilitas; dengan rumus matematis : Ej Ai = dij b dimana : Ej



= ukuran aktivitas (dapat digunakan antara lain jumlah penduduk usia kerja)



dij



=



jarak tempuh (waktu atau uang)



b



=



parameter



Perhitungan parameter b, dengan menggunakan grafik regresi linier, yang diperoleh berdasarkan perhitungan : T K= P



dimana ;



T



=



total individual trip



P



=



jumlah penduduk seluruh daerah
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PiPj Tij = k P dimana ;



Tij



=



hipotheticaltrip volume



PiPj



=



jumlah penduduk di daerah i dan j



P



=



jumlah penduduk di seluruh daerah.



3. Analisis Kesesuaian dan Daya Dukung Lahan Proses penyusunan rencana tata ruang sedikitnya harus memperhatikan empat



azas,



yaitu



kesesuaian,



kelestarian,



demokratisasi



ruang,



dan



peningkatan sinergi wilayah. Dalam analisis pola pemanfaatan ruang, azas kesesuaian dan kelestarian harus mendapat perhatian yang lebih besar. Azas kelestarian berkaitan dengan pemberian fungsi lindung pada setiap kawasan pengembangan.



Perlindungan dimaksud adalah untuk menjaga



kelestarian sumber daya air dan tanah, flora dan fauna serta peninggalan budaya lainnya yang bernilai tinggi. Azas kesesuaian bertumpu pada kesesuaian ruang terhadap tuntutan atau prasyarat yang diharuskan untuk penggunaan tertentu.



Pendekatan ini



khususnya digunakan pada proses alokasi lahan untuk kawasan budidaya guna memperoleh manfaat penggunaan ruang/lahan yang optimal. Kesesuaian fisik berhubungan dengan karakteristik fisik lahan yang diharapkan sejalan dengan tuntutan aktivitas yang akan diletakkan pada lahan tersebut. Berdasarkan pertimbangan kebutuhan lahan yang sangat tinggi untuk berbagai sektor kegiatan, sementara ketersediaan dan kemampuan sumber daya fisik dasar terbatas, maka perlu dilakukan analisis yang akurat terhadap potensi fisik ini. Untuk mendukung hal ini, studi akan ditekankan pada pendekatan geologi teknik dengan kriteria dan informasi geologinya. Sebagai bahan pertimbangan, akan dilihat juga peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya dan kelestarian lingkungan.
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 Mengidentifikasi lokasi-lokasi dalam wilayah perencanaan yang sangat sesuai untuk tipe penggunaan lahan tertentu.  Analisis ini meliputi ‘overlaying maps’ dari ukuran-ukuran kesesuaian lahan seperti kemiringan, daerah rawan bencana, jaringan akses yang berupa jalan, dan lainnya.  Analisis ini digunakan untuk menghasilkan ‘suitability score’ untuk setiap tapak dalam wilayah perencanaan tadi.  Membandingkan kebutuhan dari penggunaan lahan dengan kapasitas dari natural system atau man made system supaya serasi.  Analisis ini meliputi penghitungan terhadap ‘critical threshold’ dari kapasitas, di luar kapasitas tersebut maka sistem lingkungan akan terganggu bahkan rusak atau hancur. Gambar F.3 Metode Overlay ( Tumpang Tindih )



4.



Aspek Tata Bangunan Berdasarkan kondisi fisiknya, bangunan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu



bangunan



gedung



dan



bangunan



bukan



gedung.



Dalam



pembangunan serta pengembangan wilayah perencanaan, diperlukan adanya peraturan pembangunan yang berkaitan dengan tata bangunan gedung dan bangunan bukan gedung. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar potensi dan fungsi wilayah perencanaan tidak berubah dan tidak rusak oleh perkembangan serta tetap memiliki citra dan nilai sebagai mana yang telah direncanakan pada awal perencanaan. Adapun penataan bangunan tersebut meliputi :
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Aturan batas luas dan besar bangunan







Aturan jarak dan kepadatan bangunan







Aturan ketinggian bangunan







Aturan mengenai arsitektur dan atau lansekap.



Beberapa hal yang menjadi dasar dalam penilaian bangunan tersebut yaitu antara lain : 1) Building Coverage Ratio (BCR) adalah bagian persil tanah yang boleh dibangun atau tertutup bangunan. Pembatasan luas area permukaan tanah yang boleh dibangun dimaksudkan untuk menciptakan suatu kondisi lingkungan yang teratur pada wilayah perencanaan. Adapun



peninjauan



terhadap



BCR



tersebut



dilakukan



dengan



memperhatikan aspek sebagai berikut :







Tinjauan kepadatan fasilitas terhadap kepadatan penduduk di wilayah perencanaan







Tinjauan terhadap potensi lahan, dimana semakin tinggi potensi lahan maka berarti akan semakin tinggi nilai ekonomisnya



2) Floor Area Ration (FAR) adalah perbandingan luas lantai banginan keseluruhan terhadap luas area wilayah perencanaan. Luas lantai bangunan yang dimaksud adalah tidak hanya luas lantai dasar, akan tetapi jumlah luas lantai bangunan secara keseluruhan yang ada. Adapun maksud dari pada penggunaan metoda FAR ini adalah untuk mengetahui kepadatan bangunan area tertentu didalam suatu wilayah perencanaan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan FAR suatu blok lingkungan di bagian wilayah perencanaan adalah jenis penggunaan lahan, angka BCR, ukuran lebar jarak garis sempadan, jarak antara bangunan dan ketinggian maksimum bangunan yang diperoleh. 3) Untuk pertimbangan yang sifatnya kualitatif, diatur dan disesuaikan dengan mempertimbangkan aspek arsitektural dan urban desain. 5. Model Untuk Memperkirakan Kebutuhan Ruang. Beberapa model standard dapat dipergunakan untuk memperkirakan kebutuhan ruang, antara lain :
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a. Model-model Standard Indonesia : Model standar Indonesia yang dapat digunakan diantaranya : 1) Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman, dan Pekerjaan Umum (Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2001) 2) Pedoman



Standard



Lingkungan



Pemukiman



Kota



(DPMB,



Departemen PU). 3) Peraturan Geometris Jalan Raya dan Jembatan (Bina Marga Departemen PU). 4) Pedoman Standard Pembangunan Perumahan Sederhana (DPMB, Departemen PU). b. Model-model Standar Referensi/Asing : 1. Site Planning Standard, Joseph de Chiara. 2. Urban Design Criteria, Joseph de Chiara. 6. Penilaian Kualitas Visual Penilaian kualitas visual pada prinsipnya didasarkan pada hasil analisis kualitas ekspresif dan analisis kualitas fungsional. Kualitas ekspresif berkaitan erat



dengan



penampilan



elemen-elemen



fisik,



sedangkan



kualitas



fungsional berkaitan dengan kepadatan kegiatan visualnya. Kedua kualitas tersebut secara



simultan mempengaruhi potensi



dasar visual



suatu



lingkungan. Kondisi visual suatu lingkungan dikatakan baik apabila kualitas ekspresif dan kualitas fungsional tampil secara serasi. Secara sederhana dapat dikatakan : Visual yang baik adalah fungsi dari keserasian kualitas ekspresif dan kualitas fungsional, Atau KV = f ( E, F ) Dimana : KV = Kualitas Visual E



= Kualitas Ekspresif
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F



= Kualitas Fungsional



Hasil observasi visual pada suatu lingkungan dapat : 



Memperkaya pengalaman pengamat; dan







Menjadi



masukan



untuk



penghimpunan



aspirasi



pengamat,



bila



pengamatan dilakukan oleh beberapa orang (kelompok). Analisis atau penilaian visual dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang menguraikan kelebihan dan kelemahan visual suatu lingkungan secara deskriftif, atau melalui grafis/foto. Metode kuantitatif merupakan alat bantu dalam menilai lingkungan visual secara lebih formal dengan kriteria, tolok ukur, dan metode penilaian yang lebih obyektif misalnya scoring, perbandingan berpasangan, atau dengan rumus-rumus lainnya. Pada umumnya, penilaian akhir visual dihailkan secara kualitatif, misalnya dengan membaginya dalam klasifikasi baik sekali, baik, sedang, kurang, dan buruk. Klasifikasi tersebut dapat langsung dihasilkan dengan metode kualitatif,



tetapi



subyektifitasnya



tinggi



sekali.



Latar



belakang



dan



kemampuan pengamat sangat mempengaruhi hasil penilaian. Umumnya pihak lain akan kesulitan dalam mengikuti/memahami proses penilaian pengamat secara rinci sampai akhirnya ia mengeluarkan kesimpulan. Beberapa pengamat kemungkinan akan memberikan hasil penilaian yang berbeda pada waktu menilai satu lingkungan secara visual akibat subyektifitasnya penilaian pengamat. Pada penilaian kuantitatif, meskipun umumnya hasil penilaian dikemukakan secara kualitatif (baik sekali sampai dengan buruk sekali), tetapi dasar-dasar dan langkah-langkah penilaian pengamat dapat diikuti dan dapat diuraikan secara rinci. Meskipun angka-angka perhitungan yang digunakan berasal dari penilaian secara kualitatif, tetapi perbandingan antar kondisi visual dapat dilakukan dengan lebih jelas dan obyektif. Metode ini juga bergunauntuk mengurangi subyektifitas penilaian pengamat, terutama jika penilaian dilakukan oleh beberapa orang/pihak. Pada dasarnya, metode kuantitatif ini hanya merupakan
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7. Identifikasi dan Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Penyusunan tahapan pelaksanaan program merupakan tahapan akhir dari proses penyusunan rencana tata ruang. Untuk maksud tersebut diperlukan beberapa langkah, yaitu : 1) Identifikasi Program Pendekatan yang dapat dipakai adalah bahwa potensi wilayah bisa melahirkan kesempatan, sebaliknya masalah yang ditemui dapat dilihat pula sebagai ancaman.



Metoda yang dapat dipakai sebagai



pendekatan adalah Metoda SWOT. evaluasi



faktor-faktor



strength



Metoda SWOT bertumpu pada



(kekuatan),



weakness



(kelemahan),



oportunities (kesempatan), dan threathening (ancaman). mengetahui



kesempatan



dan



ancaman



yang



Dengan



potensial



terjadi,



dihubungkan dengan arah pengembangan yang telah ditetapkan sebelumnya maka dapat ditemukenali program-program indikatif yang dimaksud,



yaitu



berupa



upaya-upaya



untuk



mendayagunakan



kesempatan dan/atau menanggulangi ancaman yang ditemui dengan tetap memperhatikan kekuatan dan kelemahan yang ada pada wilayah perencanaan.



Proses identifikasi program sebaiknya memperhatikan



beberapa hal, antara lain : (i). perhatian seharusnya dititikberatkan kepada kekuatan yang dimiliki serta kelemahan-kelemahan yang ada, (ii). menganalisis kemungkinan-kemungkinan berupa pilihan dan atau langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencapai tujuan, dan (iii). memperhatikan dinamika perubahan yang akan mungkin terjadi dalam proses pencapaian tujuan.



Agar tetap konsisten dengan cara



pengelompokan analisis yang telah disebutkan sebelumnya (analisis sosial ekonomi, analisis pola pemanfaatan ruang, dan analisis struktur tata ruang) maka proses identifikasi program sebaiknya disesuaikan dengan pengelompokan tersebut. 2) Urutan Prioritas Pelaksanaan Program Hasil



identifikasi



program



yang



dilaksanakan



sebelumnya



akan



menghasilkan sejumlah besar program yang tidak dapat dilaksanakan sekaligus karena : (i). keterbatasan dana, (ii). kemampuan daerah untuk
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melaksanakan pekerjaan, dan (iii). karakteristik program itu sendiri yang bersifat sekuensial, artinya suatu program biasanya harus didahului dan diikuti program lainnya. ditemukenali



diurut



Karena itu, program-program yang telah



berdasarkan



peranannya



yang



berhubungan



dengan tujuan pembangunan tetapi tetap memperhatikan prasyarat sekuensial tadi. Salah satu metoda yang dapat digunakan untuk maksud tersebut adalah Goals Achievment Matric (GAM) yang merupakan bentuk lanjut dari metoda-metoda pembobotan klasik.



Metoda ini



mampu merangkum sejumlah tujuan yang terkadang tidak sejalan. Langkah-langkah metoda ini adalah : a. Menjabarkan tujuan-tujuan pembangunan ke dalam beberapa sub tujuan atau indikator yang relatif bersifat lebih mudah diukur. b. Memberikan bobot kepada setiap sub tujuan dan atau indikator pembangunan tadi.



Pemberian bobot ini harus mencerminkan



kebijakan pembangunan yang dianut dan diberikan secara relatif. Artinya, jumlah bobot untuk semua indikator tujuan pembangunan harus sama dengan 100. c. Setiap program dinilai kontribusinya terhadap setiap indikator yang ditentukan pada langkah pertama. Nilai maksimum diberikan kepada program yang memiliki kontribusi terbesar dan nilai minimum untuk program yang sama sekali atau sangat sedikit memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan pembangunan. d. Hasil perkalian pada langkah sebelumnya dijumlahkan sehingga diperoleh nilai tertentu untuk setiap program. e. Nilai akhir yang diperoleh diurut berdasarkan nilai tertinggi. Program dengan nilai terbesar merupakan program yang memiliki prioritas tertinggi.
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Rencana kerja konsultan yang akan dijelaskan pada bab ini, disesuaikan dengan pendekatan dan metodologi yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, serta lingkup pekerjaan yang diterangkan di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), dengan tujuan akhir teraplikasinya perencanaan yang dilaksanakan. Dalam pekerjaan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Pameungpeuk ini, dari awal sampai akhir pekerjaan akan terbagi menjadi beberapa tahapan pekerjaan. Pentahapan pekerjaan ini dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan evaluasi dari pemberi tugas sehingga ketepatan waktu, mutu dan sasaran akan selalu terkontrol. 6.1. Strategi Dasar Dalam pelaksana pekerjaan “Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Pameungpeuk”, digunakan strategi dasar yang menjadi jiwa dalam setiap pelaksanaan tahap-tahap kegiatan, yakni : 1. Inovasi, artinya bahwa sebagai penterjemahan ide yang relatif baru, diperlukan inovasi sehingga rumusan konsep Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Pameungpeuk yang digunakan bisa diterima. 2. Akuntabilitas, artinya bahwa semua pelaksanaan yang dilakukan harus dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari dan terukur, terutama dalam pengelolaan data primer dan sekunder. 3. Optimasi, artinya bahwa baik proses maupun hasil, berjalan seoptimal mungkin dan memuaskan semua pihak. 4. Kerjasama, artinya bahwa pekerjaan ini memerlukan kerja sama yang erat dengan instansi lain, maupun seluruh stakeholder, terutama pada saat
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pengumpulan data sekunder dan primer serta perumusan kosep-konsep arahan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang di wilayah perencanaan. 6.2. Tahapan Pekerjaan Berdasarkan Kerangka Acuan Kerja yang telah disepakati, maka pelaksanaan Penyusunan



Rencana



Tata



Bangunan



dan



Lingkungan



(RTBL)



Kawasan



Pameungpeuk berlangsung selama 5 bulan, dengan tahapan yang meliputi tahap persiapan, survey lapangan, perencanaan awal serta pembuatan laporan. 6.2.1



Tahap Persiapan



Persiapan yang akan dilakukan sebelum memulai pekerjaan adalah : a) Mobilisasi personil. b) Kajian dan apresiasi terhadap KAK. c) Kajian materi dan tata cara pelaksanaan RTBL. d) Kajian Pustaka beberapa kajian produk penataan ruang, seperti RTRWN, RTRW provinsi/kabupaten/RUTR/RDTR. e) Kajian Pustaka berupa dasar/landasan hukum, yang mencakup UndangUndang, Peraturan Pemerintah dan kebijakan pengembangan Kawasan Perkotaan. f) Penyusunan program kerja organisasi pelaksanaan. g) Mengumpulkan data dan informasi dari instansi terkait yang ada oleh semua anggota tim terutama mengenai pembangunan secara umumnya dan kawasan studi khususnya. h) Keluaran



yang



dihasilkan



dari



tahapan



ini



adalah



dapat



diidentifikasi/ditetapkan kawasan dan sektor yang dapat dikembangkan serta dapat dibuat peta Rencana Kerjanya. 6.2.2



Tahap Pengumpulan Data dan Informasi



Tahap pengumpulan data dan informasi dilaksanakan dengan melakukan dan penelitian yang meliputi jenis kegiatan antara lain :
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a. Survey Sekunder/Instansional Berupa pengumpulan data dari instansi-instansi terkait, kebijakan-kebijakan atau aturan pelaksanaan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten, data statistik, uraian-uraian



maupun



pendapat



masyarakat



mengenai



persoalan



pemanfaatan ruang dan persoalan pengendalian pemanfaatan ruang, peta dari wilayah studi, dan lain-lain yang diperlukan. b. Survey Primer/Lapangan Bertujuan untuk melakukan pengujian terhadap data sekunder yang diperoleh dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Survey lapangan terdiri dari : Identifikasi pemanfaatan ruang secara umum dirinci menurut jenis-jenis penggunaan



perumahan,



pemerintahan



dan



bangunan



umum,



perdagangan, jasa, pelayanan sosial, jalur hijau dan ruang terbuka hijau, transportasi, industri atau jasa pergudangan serta penggunaan khusus seperti pariwisata dan lain sebagainya. Informasi eksisting pemanfaatan ruang digunakan untuk memahami persoalan-persoalan



penataan



ruang



yaitu



kesesuaian



atau



penyimpangan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Nasional, RTRW Provinsi, RTRW Kota. c. Survey dengan Interview Survey ini bertujuan untuk melengkapi data dan informasi yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya, seperti dari pihak pejabat daerah setempat (Bupati dan Ketua Bappeda serta instansi/dinas terkait) serta masyarakat yang berkepentingan. Setelah dilakukan pengumpulan data dan informasi di atas, maka dilakukan Kompilasi Data, dimana kompilasi data ini bertujuan untuk: a. Mengelompokkan data kuantitatif sesuai dengan kebutuhan analisis. b. Mengelompokkan data kuantitatif terutama tentang kondisi eksisting. 6.2.3



Tahap Analisis Kawasan dan Wilayah Perencanaan



Pada tahap ini, data yang sudah dikumpulkan dari hasil survey baik survey primer maupun



survey



sekunder



selanjutnya



distrukturkan



dan



dikelompokkan



berdasarkan aspek kajiaannya. Bentuk laporannya berupa uraian teks, gambar,
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peta, foto lapangan, dan grafik. Selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi. Pada tahap ini dilakukan teknik analisis dengan menggunakan metoda analisis kualitatif maupun kuantitatif terhadap input data yang berhasil dikumpulkan Analisis secara sistematis dilakukan dengan meninjau aspek-aspek sebagai berikut: a. Perkembangan



Sosial-Kependudukan:



gambaran



kegiatan



sosial-



kependudukan, dengan memahami beberapa aspek, antara lain tingkat pertumbuhan penduduk, jumlah keluarga, kegiatan sosial penduduk, tradisibudaya



lokal,



dan perkembangan



yang



ditentukan



secara



kultural-



tradisional. b. Prospek Pertumbuhan Ekonomi: gambaran sektor pendorong perkembangan ekonomi,



kegiatan



perkembangan



usaha,



penggunaan



prospek tanah,



investasi



pembangunan



produktivitas



kawasan,



dan dan



kemampuan pendanaan pemerintah daerah. c.



Daya Dukung Fisik dan Lingkungan: kemampuan fisik, lingkungan dan lahan potensial bagi pengembangan kawasan selanjutnya. Beberapa aspek yang harus dipahami antara lain: kondisi tata guna lahan, kondisi bentang alam kawasan, lokasi geografis, sumber daya air, status-nilai tanah, izin lokasi, dan kerawanan kawasan terhadap bencana alam.



d. Aspek Legal Konsolidasi Lahan Perencanaan: kesiapan administrasi dari lahan yang direncanakan dari segi legalitas hukumnya. e.



Daya Dukung Prasarana dan Fasilitas Lingkungan: seperti jenis infrastruktur, jangkauan pelayanan, jumlah penduduk yang terlayani, dan kapasitas pelayanan.



f.



Kajian Aspek Signifikansi Historis Kawasan: kaitan kedudukan nilai historis kawasan pada konteks yang lebih besar, misalnya sebagai aset pelestarian pada skala kota/regional bahkan pada skala nasional.



g. Analisis



Pengembangan



Pembangunan



Berbasis



Peran



Masyarakat:



diantaranya:  Identifikasi aspirasi dan analisis permasalahan: penyusunan tujuan, kebutuhan, dan kepentingan semua pihak, pelibatan seluruh pemangku
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kepentingan (stakeholders), penciptaan dan sosialisasi mekanisme, serta analisis kebutuhan dan sumber daya pengembangan kawasan.  Analisis perilaku lingkungan: terutama mengenai interaksi kawasan perkotaan yang sudah memiliki struktur kota yang solid pada kawasan perencanaan. 6.2.4



Tahap Perumusan Isu dan Permasalahan



Pada tahap ini dilakukan Identifikasi Isu dan Permasalahan yang menyangkut penataaan ruang dan pengembangan Kawasan Pameungpeuk yang meliputi: a. Penyelarasan visi dan misi pembangunan. b. Identifikasi isu dan permasalahan kawasan Pameungpeuk dan sekitarnya. c. Kajian



implementasi



rencana



tata



ruang



terdahulu



dan



pemetaan



pengembangan



Kawasan



permasalahan Kawasan Pameungpeuk. d. Identifikasi



peluang



dan



tantangan



Pameungpeuk. 6.2.5



Tahap Penyusunan Konsep Rancangan Dasar RTBL



Penyusunan Rancangan Rencana dilakukan berdasarkan hasil analisis dan potensi permasalahan yang telah dikemukakan pada tahap sebelumnya. Adapun rancangan rencana ini meliputi : a. Visi Pembangunan, yaitu gambaran spesifik karakter lingkungan di masa mendatang yang akan dicapai sebagai hasil akhir penataan suatu kawasan yang direncanakan, disesuaikan dengan seluruh kebijakan dan rencana tata ruang yang berlaku pada daerah tersebut. b. Konsep Perancangan Struktur Tata Bangunan dan Lingkungan, yaitu suatu gagasan perancangan dasar pada skala makro, dari intervensi desain struktur tata bangunan dan lingkungan yang hendak dicapai pada kawasan perencanaan, terkait dengan struktur keruangan yang berintegrasi dengan kawasan sekitarnya secara luas, dan dengan mengintegrasikan seluruh komponen perancangan kawasan yang ada.
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c.



Konsep



Komponen



perancangan



dasar



Perancangan



Kawasan,



yang



merumuskan



dapat



yaitu



suatu



gagasan



komponen-komponen



perancangan kawasan (peruntukan, intensitas, dll). d. Blok-blok Pengembangan Kawasan dan Program Penanganannya, yaitu pembagian suatu kawasan perencanaan menjadi blok-blok pengembangan yang lebih kecil sehingga strategi dan program pengembangannya dapat lebih terarah dan rinci. 6.2.6



Tahap Penyusunan Rencana Umum Dan Panduan Rancangan



Rencana Umum dan Panduan Rancangan merupakan ketentuanketentuan tata bangunan dan lingkungan pada suatu lingkungan/kawasan yang memuat rencana peruntukan lahan makro dan mikro,rencana perpetakan, rencana tapak, rencana sistem pergerakan,rencana aksesibilitas lingkungan, rencana prasarana dan sarana lingkungan, rencana wujud visual bangunan, dan ruang terbuka hijau. Rencana Umum Merupakan ketentuan-ketentuan rancangan tata bangunan dan lingkungan yang bersifat umum dalam mewujudkan lingkungan/kawasan perencanaan yang layak huni, berjati diri, produktif, dan berkelanjutan. Komponen Penyusunan Rencana Umum meliputi a. Struktur Peruntukan Lahan b. Intensitas Pemanfaatan Lahan c.



Tata Bangunan



d. Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung e.



Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau



f.



Tata Kualitas Lingkungan



g. Sistem Prasarana dan Uti l itas Lingkungan Panduan Rancangan Panduan Rancangan bersifat melengkapi dan menjelaskan secara lebih rinci rencana umum yang telah ditetapkan sebelumnya, meliputi ketentuan dasar
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implementasi



rancangan



dan



prinsip-prinsip



pengembangan



rancangan



kawasan. Panduan Rancangan merupakan penjelasan lebih rinci atas Rencana Umum yang telah ditetapkan sebelumnya dalam bentuk penjabaran materi utama melalui pengembangan komponen rancangan kawasan pada bangunan, kelompok bangunan, elemen prasarana kawasan, kaveling dan blok, termasuk panduan ketentuan detail visual kualitas minimal tata bangunan dan lingkungan. 6.2.7



Tahap Penyusunan Rencana Investasi



Rencana investasi disusun berdasarkan dokumen RTBL yang memperhitungkan kebutuhan nyata para pemangku kepentingan dalam proses pengendalian investasi dan pembiayaan dalam penataan lingkungan/kawasan. Rencana ini merupakan rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan atau pun menghitung tolok ukur keberhasilan investasi, sehingga tercapai kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan. Rencana ini menjadi alat mobilisasi dana investasi masing-masing pemangku kepentingan dalam pengendalian pelaksanaan sesuai dengan kapasitas dan perannya dalam suatu sistem wilayah yang disepakati bersama, sehingga dapat tercapai kerja sama untuk mengurangi berbagai konflik kepentingan dalam investasi/ pembiayaan. Rencana investasi juga mengatur upaya percepatan penyediaan dan peningkatan kualitas lingkungan/kawasan. 6.2.8



pelayanan



prasarana/sarana



dari



suatu



Tahap Penyusunan Penentuan Pengendalian



Ketentuan Pengendalian Rencana bertujuan: a. Mengendalikan



berbagai



rencana



kerja,



program



kerja



maupun



kelembagaan kerja pada masa pemberlakuan aturan dalam RTBL dan pelaksanaan penataan suatu kawasan. b. Mengatur



pertanggungjawaban



semua



pihak



yang



terlibat



dalam



mewujudkan RTBL pada tahap pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan.
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Ketentuan pengendalian rencana disusun sebagai bagian proses penyusunan RTBL yang melibatkan masyarakat, baik secara langsung (individu) maupun secara tidak langsung melalui pihak yang dianggap dapat mewakili (misalnya Dewan Kelurahan, Badan Keswadayaan Masyarakat/BKM dan Forum Rembug Desa). Ketentuan Pengendalian Rencana menjadi alat mobilisasi peran masingmasing pemangku kepentingan pada masa pelaksanaan atau masa pemberlakuan RTBL sesuai dengan kapasitasnya dalam suatu sistem yang disepakati bersama, dan berlaku sebagai rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk mengukur tingkat keberhasilan kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan. 6.2.9



Penyusunan Pedoman Pengendalian



Pedoman



pengendalian



pelaksanaan



dimaksudkan



untuk



mengarahkan



perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan/kawasan yang berdasarkan dokumen RTBL, dan memandu pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas meningkat berkelanjutan. Dengan pedoman pengendalian pelaksanaan diharapkan: a. Menjamin pelaksanaan kegiatan berdasarkan dokumen RTBL; b. Menjamin pemanfaatan investasi dan optimalisasi nilai investasi; c. Menghindari fenomena lahan tidur atau bangunan terbengkalai sebagai akibat investasi yang ditanamkan tidak berjalan semestinya; d. Menarik investasi lanjutan dalam pengelolaan lingkungan setelah masa pascakonstruksi. Pengendalian pelaksanaan dilakukan oleh dinas teknis setempat atau unit pengelola teknis/UPT/badan tertentu sesuai kewenangan yang ditetapkan oleh kelembagaan pemrakarsa penyusunan RTBL atau dapat ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan para pemangku kepentingan. Pedoman pengendalian pelaksanaan dapat ditetapkan dan berupa dokumen terpisah tetapi merupakan satu kesatuan dengan dokumen RTBL, berdasarkan kesepakatan



para



pemangku



kepentingan,



kebutuhan tingkat kompleksitasnya.
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1.



Aspek Urban Design Dalam RTBL



Dalam rangka mencapai suatu lingkungan yang seimbang dalam arti kesesuaian tersedianya ruang dengan tuntutan kebutuhan, perlu diadakan pengaturan dan penataan ruang. Usaha pengaturan dan penataan ruang ini pertama akan menyangkut pengaturan dan penataan lahan dengan struktur dan segala prasarana yang akan ditempatkan sesuai dengan macam dan bentuk kegiatan fungsionalnya. Suatu daerah dengan kegiatan fungsional yang bermotif ekonomis, seperti daerah perdagangan, perindustrian, perkantoran, dll, akan memberikan bentuk, jenis, ukuran serta kesan lingkungan yang berbeda dengan daerah yang bermotif non ekonomis seperti daerah perumahan. Adanya berbagai macam kegiatan fungsional dengan motivasi, kepentingan serta kebutuhan lokasi yang berbedabeda akan menyebabkan timbulnya pengelompokkan dari struktur-struktur bangunan dan sarana kota yang khas sesuai dengan kebutuhan fungsi-fungsi tersebut. Secara keseluruhan keadaan ini akan terwujud dalam suatu bentuk tata ruang, baik secara pengertian kawasan maupun secara tiga dimensional. Kenyataan dasar inilah sebenarnya yang akan merupakan titik tolak Urban Design, seperti yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian ini.



2.



Perkembangan dan Esensi Urban Design



London Wingo (1969), mengemukakan bahwa urban design merupakan bagian dari perencanaan kota yang menyangkut segi estetika yang akan menentukan keteraturan bentuk kota tersebut. Dalam pengertian yang lebih luas, Urban Design dapat diartikan sebagai suatu pendekatan terpadu yang berkaitan dengan usaha-usaha pemecahan masalah pembangunan kota dan daerah dari segi design. Lingkup utamanya adalah dalam skala yang luas dengan penekanan khusus pada kesan-kesan kota yang dikaitkan dengan pola, struktur serta perkembangan kebutuhan teknologi komunikasi dan pergerakan serta juga dengan aspek perkembangan kehidupan manusia. Dari pembatasan lingkup pengertian di atas, jelas bahwa urban design merupakan suatu bagian penting dari keseluruhan proses perencanaan.
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Pada urban design pemikiran mengenai suatu kegiatan fungsional kota tidak lagi hanya terbatas kepada lingkup dan dimensional seperti peruntukkan tata guna lahan, tetapi sekaligus juga memikirkan dan menjabarkan bagaimana secara tiga dimensionil hal tersebut akan diatur dan ditata sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhannya. Jadi urban design akan merupakan salah satu pernyataan atau perwujudan fisik dari suatu rencana kota. Urban design dengan sendirinya akan merupakan produk dari suatu kebutuhan kegiatan fungsional perkotaan. Lingkup peninjauan urban design akan mencakup aspek perencanaan yang tidak terbatas hanya pada bangunan secara individual atau bangunan individual beserta lingkungan di sekitarnya saja, tetapi juga merupakan pemikiran yang mencakup lingkup bangunan-bangunan sebagai suatu kelompok di atas suatu lahan serta dalam hubungannya dengan lingkungan fisik sekitarnya. Didalam perencanaan kota, pengetahuan urban design akan memberikan kemampuan: a. Mengembangkan



perencanaan



kota



yang



menyeluruh



dan



lengkap



kedalam perencanaan terperinci (detail plan). b. Meningkatkan kesadaran akan skala dan proporsi ruang yang sering kurang memadai apabila hanya terbatas pada peninjauan secara dua dimensional saja. c. Untuk mengembangkan cara atau alat untuk menjembatani suatu rencana induk kota, yang masih bersifat umum ke perencanaan segi engineering. d. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah kebutuhan ruang secara lebih rasional dan konkrit sesuai dengan kondisi dan batasan daerah perencanaan. e. Memberikan cara pengintegrasian dalam suatu kelompok inter disiplin, karena urban design menyangkut berbagai disiplin keahlian yang ada kaitannya dengan perencanaan kota dan design.



3.



Hubungan Urban Design Dalam RTBL



Suatu perencanaan kota menyeluruh yang produknya lebih banyak didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang masih terbatas pada lingkup dua dimensional, masih akan memerlukan penjabaran lebih lanjut di dalam usaha implementasinya.
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Suatu rencana induk kota memang telah merupakan suatu pedoman dasar umum di dalam pembangunan kota. Tetapi dalam kaitannya dengan implementasi rencana, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut sehingga akan tersedia suatu pedoman pelaksanaan rencana kota. Dalam hubungan ini maka pengembangan dan pengisian selanjutnya dari suatu rencana kota adalah mutlak apabila rencana itu akan dilaksanakan secara nyata. Selanjutnya sebagai suatu pedoman dalam pengisian rencana terperinci, akan dikenal pula rencana khusus yaitu yang menyangkut perencanaan suatu daerah tertentu dengan suatu fungsi kegiatan tertentu. Kontribusi Urban Design dalam hal ini adalah terutama pada pengisian suatu rencana induk kota yang tertuang di dalam suatu rencana terperinci. Didalam proses penyusunan rencana induk sebagai



rencana



umum



kota,



seharusnya



aspek



urban



design



sudah



diperhitungkan. Hal tersebut dilakukan agar suatu rencana induk dapat diterjemahkan lebih mudah kedalam bentuk rencana yang lebih rinci, atau dengan kata lain pendetailan rencana umum (dua dimensi) ke dalam rencana tiga dimensi akan sinkron.



4.



Elemen Dasar Urban Design



Profesor Kevin Lynch dari Massaachusetts Institute of Technology, telah mengemukakan



salah



satu



cara



pengenalan



suatu



kota



dengan



mengemukakan lima elemen dasar lingkungan. Pada ahakekatnya kelima elemen ini merupakan alat atau instrumen untuk mengenal suatu bentuk kota (urban form) serta arsitekturnya sebagai komponen lain bentuk kota tersebut. Adapun kelima elemen tersebut adalah : a. Path (jalan) : merupakan jaringan pergerakan dimana manusia akan bergerak dari suatu tempat ke tampat lain. Path ini akan terdapat di dalam berbagai kota, baik kecil maupun besar. Path akan merupakan kerangka dasar dari suatu kota. Jaringan ini juga akan menentukan bentuk, pola dan bahkan struktur fisik suatu kota. b. District (kawasan), suatu kota merupakan integrasi dari berbagai kegiatan fungsional. Komponen-komponen kegiatan fungsional tersebut meliputi : Wisma (perumahan), Karya (daerah tempat kerja), Marga (pergerakan), Suka (rekreasi) dan Penyempurna (kawasan kegiatan pelayanan soaial dan kebutuhan sprituil). Pada umumnya, kegiatan fungsional tersebut akan memusat pada kawasan-kawasan tertentu pada suatu kota.
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Pemusatan



ini



didasarkan



pada



orientasi



utama,



kepentingan



serta



peranannya di dalam suatu kota. Adakalanya kawasan fungsional tertentu ini tidak begitu jelas perbedaannya dengan kawasan fungsional lainnya. Terlebih lagi pada kota-kota di Indonesia, dimana kawasan perdagangan misalnya, umumnya terbaur dengan tempat tinggal. Hal ini sering menyulitkan untuk memberikan batasan secara pasti. Selanjutnya pengelompokan kawasan dengan suatu fungsi kegiatan tertentu ini merupakan suatu district dari suatu kota. c. Edges (batasan) : merupakan pengahiran dari suatu distrik atau kawasan tertentu. Memang sangat sulit untuk melihat suatu batas yang jelas antara suatu kawasan dengan suatu kegiatan fungsional tertentu ke kawasan dengan suatu kegiatan fungsional lainnya bersifat kontinu dan tidak terasa secara tajam. Batasan jelas dapat dilihat apabila ada perubahan nyata dari suatu kawasan yang terdiri dari struktur buatan dengan kawasan yang masih alamiah. Perubahan keadaan fisik dari kawasan yang berbeda ini dinamakan edge. d. Landmark (penonjolan); merupakan suatu struktur fisik yang paling menonjol dan menjadi perhatian dari suatu kota atau lingkungan tertentu. Penonjolan dari suatu landuse lebih diartikan dari segi struktur fisiknya dan bukan dari segi fungsinya. Suatu landmark dapat merupakan suatu struktur fisik yang dominan dan menonjol di antara struktur-struktur fisik lainnya dan dapat dilihat dari jarak yang jauh, seperti suatu monumen, menara, bangunan besar, bangunan khas, dll. Landmark ini merupakan suatu elemen fisik yang sangat penting bagi suatu kota karena akan merupakan suatu orientasi bagi penduduk kota atau pendatang, atau dapat merupakan salah satu indikator fisik suatu kota tertentu. Suatu landmark yang baik adalah suatu struktur fisik yang menonjol dari lingkungan sekitarnya tetapi tetap merupakan bagian yang harmonis dari keseluruhan lingkungan tersebut. e. Nodes (titik pemusatan kegiatan); suatu node adalah suatu titik pemusatan kegiatan fungsional dari suatu kota. Node ini sering pengertiannya dikaitkan dengan landmark. Keduanya merupakan suatu ciri kota yang menonjol yang dapat berperan sebagai orientasi. Perbedaannya terletak pada kegiatan fungsional yang ada di sekitarnya serta didalamnya. Jadi suatu node dapat pula sekaligus sebagai landmark, misalnya suatu pasar yang mempunyai struktur bangunan yang menonjol. Namun demikian, suatu landmark
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sebernarnya tidak selalu merupakan suatu node, tergantung pada sifat dari kegiatan pada area tersebut.



5. Manajemen Lahan Perkotaan A. Masalah dan Fungsi Lahan Dalam Perkembangan dan Pembangunan Kota Secara spatial, lahan kota merupakan bagian (sub ordinate) dari ruang kota (selain udara dan air). Lahan dapat diberi arti secara spesifik sebagai “land” atau tempat yang mempunyai batasan-batasan tertentu di permukaan bumi. Lahan membentuk ruang kota tetapi tidak membentuk struktur kota. Dalam



konteks



penggunaan



ruang,



kata



“ruang”



dan



“lahan”



sering



dipertukarkan, mengingat pada umumnya pembedaan tersebut belum sangat diperlukan. Hal ini disebabkan karena “ruang” dalam arti yang sesungguhnya belum dapat dipergunakan secara intensif, sehingga seringkali menimbulkan persoalan berkaitan dengan penggunaan lahan dan tanah dalam suatu tempat/lokasi. Ciri lahan kota antara lain adalah : Tidak dapat ‘dimusnahkan’ dan tidak dapat bertambah. Bersifat lokasional. Memiliki tingkat kerawanan sosial tinggi. Suatu lokasi memiliki banyak alternatif penggunaan, dan disisi lain satu penggunaan tertentu memiliki alternatif lokasi lahan. Tempat dari 90% jaringan prasarana dan kegiatan manusia. isyu-isyu strategis mengenai lahan kota antara lain adalah : Lahan dan ruang kota merupakan modal utama pembangunan kota. Nilai lahan kota bertambah sejalan dengan kelengkapan prasarana/sarana (akses dan kemudahan pelayanan). Kebijaksanaan lahan kota umumnya mengkaitkan hal-hal sebagai berikut : Optimalisasi penggunaan lahan Pengadaan lahan yang cepat, tepat waktu dan tepat guna. Pemerataan penggunaan untuk segenap lapisan masyarakat. Sistem informasi lahan kota (harga lahan, guna lahan, status lahan)
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Kejelasan perangkat pengaturan (institusi, dasar hukum, proses dan prosedur perijinan, sertifikasi). Penerapan UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang secara konsisten. Pada tingkat perkembangan saat ini, lahan kota masih menjadi masalah dominan dalam pemanfaatan ruang kota. Lahan menjadi aspek yang sangat krusial dalam penataan ruang khususnya, dan pembangunan/perkembangan kota pada umumnya. Lahan yang sudah diberikan alam seperti adanya, akan menjadi tempat bertemunya berbagai kepentingan dan sangat rawan akan timbulnya konflik, karena suatu kegiatan dapat diselenggarakan pada lokasi tertentu sementara di lain pihak suatu lokasi tertentu memiliki alternatif untuk berbagai kegiatan. Oleh karena itu, penataan ruang kota tidak dapat dilepaskan dari manajemen lahan yang tepat. Pengelolaan lahan menjadi salah satu kebijakan yang harus mendukung penataan ruang kota. Masalahnya adalah lahan akan berkaitan dengan kepemilikan perorangan atau badan usaha kelompok, atau organisasi, atau yang harus dihargai hak-hak kepemilikannya. Dengan kata lain, penataan kota tidak harus merugikan “hak penguasaannya” di satu pihak, dan dapat menampung kepentingan umum yang berorientasi pada perwujudan kesejahteraan bersama di lain pihak. Perlu dikembangkan stategi



pembangunan



kota,



yang



dapat



mengakomodasikan



berbagai



kepentingan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat kota. Tersedianya dukungan pengaturan dan pengelolaan lahan yang dapat mendorong



percepatan



penanganan



pemanfaatan



ruang



kota



serta



pengendaliannya, merupakan dukungan strategis yang diperlukan dalam penataan ruang kota. Penataan ruang kota dan manajemen lahan berimplikasi pada “pemilikan individu dan kelompok dalam bentuk badan hukum”, diantaranya



akan



terjadi



perubahan,



pemindahan,



pengembangan,



penyesuaian fungsi dan pemilikan lahan. Kiranya dipahami bersama bahwa Negara Indonesia mengakui/menghargai hak pemilikan pribadi. Namun dalam UU no. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) hak-hak menguasai dari negara memberikan wewenang untuk : Mengatur dan menyelenggarakan perubahan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi dan ruang angkasa.
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Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang menguasai bumi, air dan ruang angkasa. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa peran masyarakat sangat menentukan dalam penataan ruang dan manajemen lahan, karena masyarakat terkena



implikasi



langsung



dari



operasionalisasi



penataan



ruang



dan



pengelolaannya. Namun masalah yang hingga saat ini masih belum dapat diatasi adalah pemahaman akan penataan ruang kota dan manajemen lahan oleh masyarakat masih sangat terbatas. Belum ada upaya-upaya desiminasi penataan



ruang



kota



dan



manajemen



lahan



yang



sistematis



dan



berkesinambungan. Dampaknya adalah timbul persepsi yang beragam dari berbagai kalangan, yang dikaitkan dengan kepentingan masing-masing. Keterbatasan pemahaman masyarakat atas manajemen



lahan



mengakibatkan



banyak



penataan ruang masyarakat



dan juga



menjadi



korban



operasional penataan ruang dan manajemen lahan. Sosialisasi penataan ruang dan manajemen lahan merupakan upaya yang strategis bagi efektifitas penataan ruang dan manajemen lahan secara khusus, dan pembangunan kota pada umumnya. Dalam era reformasi ini seyogyanya program sosialisasi ini mendapat prioritas. Hal tersebut berkaitan pula dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang semakin memperkuat diperlukannya sosialisasi penataan ruang dan manajemen lahan lebih intensif. Bahkan



jika



perlu



sosialisasi



penataan



ruang



dan



manajemen



lahan



dilembagakan, sehingga dapat mendorong efektifitas penataan ruang dan manajemen lahan yang lebih baik. Terdapat tiga unsur utama yang terkait dalam manajemen lahan, yaitu : Masyarakat/individu, sebagai pemilik dan sebagai pemanfaat. Kegiatan ekonomi/sosial (pembangunan dan perkembangan) Pemerintah (Kota) yang mewakili negara. Hubungan-hubungan



yang



terjadi



diantara



unsur-unsur



tersebut



diatas



mengakibatkan adanya perubahan, pengadaan, penyesuaian, pengalihan dan pengembangan fungsi lahan, yang akan menentukan wujud struktural ruang kota. Permasalahan yang timbul antara lain berkaitan dengan hal-hal sbb : 2. Hakikat lahan, sebagai “aset” yang diberikan apa adanya. Lahan



tidak



dapat



ditambah



luasnya,



kecualinya



dikembangkan.



Pengembangan ini, yang bermula pada penyediaan prasarana dan sarana
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(khususnya akses), akan meningkatkan nilai lahan, selanjutnya berdampak pada meningkatnya harga lahan. 3. Kegiatan ekonomi/sosial dalam pembangunan dan perkembangan kota. Unsur ini mengandung makna investasi yang memberikan hasil. Arah dan tujuan struktural yang terbentuk oleh adanya kegiatan ekonomi/sosial pada dasarnya telah dirumuskan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota. Masalah akan timbul jika terjadi perbedaan pertimbangan dasar/harapan antara kebutuhan yang dikendaki oleh “suatu kegiatan ekonomi/pasar” dengan arah dan wujud struktural ruang kota dalam RUTRK. Hal ini dapat terjadi, jika antara RDTRK dengan kegiatan ekonomi/sosial tidak ada “komunikasi” dalam penyusunannya. Konflik akan timbul jika tidak ada kesepakatan dengan masyarakat/individu atau badan usaha di satu pihak, serta tidak ada kesesuaian antara arahan/pengaturan Pemerintah Daerah di lain pihak. Demikian juga halnya jika



tidak



ada



umum/kepentingan



keserasian/keseimbangan komersial/kepentingan



antara negara



kepentingan dan



atau



masyarakat/individu. 4. Masyarakat/individu/badan usaha. Dalam hal ini masyarakat/individu/badan usaha berperan sebagai pemilik dan



pemanfaat.



Hal-hal



penting



yang



berkaitan



dengan



masyarakat/individu/badan usaha ini adalah : a. Mendapatkan “hak”-nya, agar diperoleh jaminan keamanan untuk menetap/berusaha. b. Mentaati berbagai pengaturan atas lahan, yang tertuang dalam RDTR dan atau kebijaksanaan lainnya. c. Memperoleh kemudahan dalam memanfaatkan lahan. d. Kemampuan/kapasitas



(pemerintah



dan



kegiatan



ekonomi)



yang



memadai sehingga dapat melaksanakan pengaturan secara efesien dan efektif. Konflik pemanfaatan lahan akan muncul bila : e. Hak-hak masyarakat/individu dilanggar atau diabaikan oleh kedua unsur lainnya (pemerintah dan kegiatan ekonomi). f.



Ada ketidaksesuaian antara tingkat/kelompok masyarakat dalam unsur ini.



g. Kewajiban-kewajiban masyarakat/individu/badan usaha dipenuhi.
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h. Yang



perlu



dipahami



ciri/kepentingan/



adalah



bahwa



kemampuan



terdapat



perbedaan



diantara



kelompok



masyarakat/individu/badan usaha. 5. Pemerintah Daerah Sesuai dengan UU yang berlaku dan akses yang ditetapkan, Pemerintah Daerah merupakan pemegang kuasa untuk melakukan pengaturan dan pengelolaan. Harapan-harapan yang ingin diperoleh dari unsur ini adalah : a. Kepercayaan dari masyarakat b. Menciptakan kemudahan, keadilan dan penggunaan bagi masyarakat c. Menciptakan kondisi agar dapat mendorong gairah dalam ikut menjaga kualitas lingkungan dan wujud struktural ruang kota. Dengan sendirinya, bila hal-hal tersebut tidak dapat diwujudkan, maka akan muncul konflik dan keresahan, serta dapat menimbulkan hambatan dalam pembengunan kota.



B.



Peranan dan Tujuan Manajemen Lahan



Manajemen lahan mengandung arti mengatur penyediaan lokasi untuk dimanfaatkan oleh pembangunan sektoral, sebagai masukan bagi perencanaan peruntukan dan mengatur penguasaan lahan (status lahan, sertifikasi lahan). Manajemen lahan mendukung pengaturan dan pengelolaan lahan dalam rangka penyediaan lahan yang dapat menjamin berlangsungnya kegiatan pembangunan kota serta memenuhi kebutuhan masyarakat/individu/badan usaha. Upaya-upaya manajemen lahan antara lain meliputi : Bagaimana melakukan alokasi sumber daya alam (khususnya lahan) secara adil dan merata. Bagaimana mencapai efesiensi yang optimal di dalam pemanfaatan dan penggunaan lahan. Bagaimana mengadakan penyediaan lahan secara mudah, tepat waktu dengan harga dan lokasi yang memenuhi persyaratan. Bagaimana



mencegah



usaha



spekulasi



dan



usaha



untuk mencapai



keuntungan secara wajar di dalam kegiatan investasi pengembangan lahan. Tujuan manajemen lahan pada prinsipnya adalah melakukan penyediaan lahan, pemanfaatan



dan



pengendalian



lahan



untuk



pembangunan.



sasarannya adalah : Efesiensi dan optimalisasi kepadatan/intensitas penggunaan lahan
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Alokasi sumber daya alam yang adil dan merata. Penyediaan lahan secara cepat dan tepat waktu. Mengusulkan penyediaan lahan (oleh lembaga pemerintah atau yang diberi kewenangan oleh pemerintah) sebanyak-banyaknya untuk kepentingan umum. Mencegah usaha spekulasi lahan dan mencegah perolehan keuntungan yang tidak wajar dari investasi tanah. Pembentukan dan pengembangan sistem informasi lahan perkotaan. Sejalan dengan upaya pencapaian sasaran tersebut, maka perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut : Peningkatan kemampuan aparat Pengendalian mekanisme pasar lahan (dengan memberikan intensif maupun disinsentif) Memperhatikan kelayakan ekonomis.



C.



Aspek Politik dan Kebijaksanaan Pengembangan Lahan Kota



Beberapa aspek strategis kebijakan pembangunan kota yang berdampak langsung terhadap manajemen lahan adalah : Kebijaksanaan dalam pertumbuhan ekonomi yang makin mantap dalam efesiensi pemanfaatan sumber daya alam. Kebijaksanaan pemerataan pembangunan, yang menyangkut pendapatan, modal, pemenuhan kebutuhan, mobilisasi sosial dan mobilitas antar wilayah. Kebijaksanaan pengentasan kemiskinan dan perhatian yang makin besar pada golongan ekonomi lemah. Kebijaksanaan peningkatan kualitas lingkungan Peran serta masyarakat dan pembangunan yang bertumpu pada kelompok masyarakat Kebijaksanaan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembinaan sosial budaya masyarakat. Pengaturan, peruntukkan dan pemanfaatan lahan kota merupakan bagian terpenting dalam manajemen lahan. Untuk melaksanakannya diperlukan langkah-langkah persiapan yang baik, meliputi beberapa hal sebagai berikut : Pembinaan sistem informasi Pembinaan sumber daya manusia Perumusan kebijaksanaan dan program pengembangan lahan perkotaan Pembentukan badan/institusi pelaksanaan manajemen lahan Kepadatan penduduk dan bangunan yang terkendali
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Aman terhadap ancaman bahaya Program dan peraturan perundangan yang pasti dan jelas. Lahan yang akan dikembangkan memerlukan persyaratan strategis tertentu agar dapat terpilih dan cocok bagi pembangunan kota. Karenanya perlu dikaji beberapa arahan strategi penetapan lahan bagi pembangunan kota, yang mencakup : Luas lahan yang memadai. Penyediaan kelembagaan prasarana dan sarana perkotaan.



D.



Aspek Operasional Manajemen Lahan Kota



Yang dimaksud dengan aspek operasional manajemen lahan adalah penerapan beberapa metoda/teknis yang merupakan jawaban atas pendekatan terhadap permasalahan rumit yang dihadapi. Penerapan metoda teknis tersebut dapat berupa suatu urutan tindakan, seperangkat instrumen kebijaksanaan, atau merupakan petunjuk pengarahan untuk pengambilan keputusan. Beberapa operasionalisasi tersebut, di Indonesia telah ada yang dibakukan dalam bentuk peraturan/petunjuk



teknis/petunjuk



pelaksanaan



resmi,



berupa



peraturan



pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, peraturan daerah, dsb. Instrumen-instrumen penting dalam manajemen lahan adalah : a. Kebijaksanaan Lahan Perkotaan, yang disusun sejalan dengan Rencana Tata Ruang Kota. Sampai saat ini produk-produk Rencana Tata Ruang Kota untuk kota-kota di Indonesia belum diikuti dengan rumusan kebijaksanaan lahan perkotaan yang lengkap dan menyeluruh. Suatu kebijaksanaan lahan perkotaan bersifat khusus untuk suatu kota, dan tidak akan sama dengan kota lain, karenanya pedoman umum kebijaksanaan lahan perkotaan yang bersifat umum/nasional tidak cukup dianggap sebagai Kebijaksanaan Lahan Perkotaan. b. Perangkat Peraturan Perundangan, yang mengatur prosedur mengenai peruntukkan, pemanfaatan, pengendalian, serta kelembagaan mengenai lahan perkotaan. Di Indonesia, instrumen yang dimaksud antara lain adalah : 



Undang-undang, meliputi Undang-undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960), UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.







Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 tentang Ketentuanketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-bagian Tanah, Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya.







Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal







Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 1984 mengenai Perijinan Lokasi.







Keputusan Presiden No. 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri.







Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1995 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.



Selain itu diperlukan pula beberapa ketentuan teknis yang harus dipersiapkan sebagai salah satu mekanisme pelaksanaan manajemen perkotaan, antara lain yang berkaitan dengan : 1. Tata cara perubahan/peralihan status lahan 2. Pembebasan lahan 3. Teknik-teknik manajemen lahan 4. Sistem Informasi Lahan 5. Sistem Perpajakan



E.



PP



Penatagunaan



Tanah,



sebagai



salah



satu



Aspek



Legal



dalam



Manajemen Lahan PP penatagunaan tanah disusun sebagai : 1)



Salah satu upaya penyusunan pedoman pelaksanaan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.



2)



Landasan pengelolaan tata guna tanah



3)



Upaya pencegahan dan penyelesaian konflik penatagunaan tanah, seperti konflik penataan hutan dengan lahan pertanian, pemanfaatan ruang perkebunan



dan



pertanian



irigasi



teknis



deengan



pembangunan



permukiman, dsb. 4)



Landasan pelibatan masyarakat sejak tahapan perencanaan pembangunan sampai dengan pengendaliannya, maupun melalui kegiatan konsolidasi tanah.



PP penatagunaan tanah merupakan sinergi antara berbagai perundangan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang/lahan, sebagaimana dapat dilihat dalam skema berikut.
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Gambar E.8 Diagram PP Penatagunaan Tanah



UU No. 22 / 1999 Pasal 7, 9, 11



UU No. 5 / 1960 Pasal 3, 16 (1)



UU 2624/ 2007 UU No. / 1992



UU No. 23 / 1997 Pasal 1 (2), 19 (1a)



Pasal 16 (2)



Rancangan PP tentang Penatagunaan Tanah



UU Kehutanan UU Pengairan



UU Perikanan



UU Konservasi SDA Hayati



UU Pertambangan & Energi



UU Perumahan



Undang - Undang Sektoral



INOVASI TERHADAP PRODUK RTBL Konsep dan Gagasan Awal Dalam



kaitannya



Kecamatan



dengan



Cisauk,



upaya



mengembangkan



konsultan



mencoba memberikan alternatif Konsep



Garden



City



upaya



penataan



dalam kawasan



perencanaan,



secara



umum



permasalahan



pokok



yang



dijumpai



pada



perkotaan ketidakjelasan



kawasan



adalah karakter



pada ruang



wilayah perencanaan. Minimal
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dengan konsep ini, wilayah perencanaan akan mempunyai karakter yang cukup kuat dan akan menjadi ciri khas dari wilayah perencanaan. Pembahasan Garden City ini konsultan anggap penting mengingat konsep Garden City merupakan alternatif pengembangan kawasan. Garden Cities sebagai suatu konsep pertama kali dicetuskan oleh Ebenezzer Howard dalam bukunya : “To-Morrow : A Peaceful Path to Social Reform” (1898). Pada prinsipnya Garden City merupakan suatu konsep penguatan suatu kawasan menjadi suatu kota baru sebagai solusi dari permasalahan perkotaan pada masa revolusi industri. Garden City selanjutnya akan berfungsi sebagai kota satelit sebagai pengendali pertumbuhan sistem perkotaan (antara kota induk dengan kota-kota satelit). Penerapan konsep ini menurut Howard adalah untuk menghindari kejenuhan kota-kota industri dengan membangun suatu garden cities di luar daerah yang sudah berkembang dengan nuansa alam yang masih kental, sehingga orang akan merasakan back to nature pada kawasan yang baru tersebut. Selain itu adanya



suatu



garden



cities



diharapkan mampu mereduksi permasalahan perkotaan pada kota induknya, misalnya masalah transportasi, kebutuhan lahan, masalah Terdapat



lingkungan, empat



dll.



komponen



utama suatu garden cities : 1. Luas lahan adalah sekitar 1.000



ha,



dikuasai



oleh



pemilik tunggal (bisa berupa badan



usaha



baik



pemerintahan swasta)



yang



dari



maupun telah



mendapat kepercayaan dari masyarakat. 2. Pembangunan secara



bertahap



dilakukan sampai



maksimum mencapai 30.000 penduduk, lengkap dengan permukiman serta berbagai fasilitas pendukungnya. 3. Adanya area tidak terbangun dengan fungsi sebagai ruang terbuka hijau, dan merupakan green belt kota. Kawasan hijau ini dapat berupa lahan
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pertanian, hutan lindung, atau hutan kota, yang kesemuanya ditujukan sebagai kawasan lindung. 4. Akan



terdapat



pencampuran



penggunaan



lahan



untuk



mencapai



kemandirian sosial ekonomi. Dalam hal ini, suatu Garden Cities akan memiliki lima elemen urban.



Konsep Pertimbangan Mitigasi Bencana Dalam Pengembangan Kawasan Perkotaan Pada dewasa ini konsep pembangunan yang sesuai (utamanya di wilayah pesisir) adalah yang bersifat proaktif, yaitu mencegah (prevent), memperbaiki (mitigate) dan mengurangi/memperkecil (reduce) dari kerugian-kerugian dan dampak lingkungan yang terjadi akibat adanya potensi bencana. Langkah-langkah tersebut dituangkan dalam penataan ruang melalui pengelolaan ruang yang tanggap terhadap bencana, yang selanjutnya dapat sebagai dasar dalam tahapan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca terjadinya bencana. Program pengelolaan ruang berupa kesiapan dalam menghadapi resiko bencana, dengan dikembangkannya perencanaan spasial untuk mendorong pemanfaatan ruang (pemanfaatan lahan) yang lebih tepat, berdasarkan pada hasil studi/kajian tentang karakteristik tipe bencana, frekuensi terjadinya bencana, tingkat keparahan akibat bencana dan lokasi (zonasi) terjadinya bencana. Dalam hal bencana gempabumi, gunungapi, tsunami dan banjir dilengkapi dengan data historis tentang kejadiannya. Untuk lebih jelasnya mengenai upaya mitigasi bencana alam secara menyeluruh untuk mengurangi besarnya kerugian akibat bencana dapat dilihat pada Gambar E.9 berikut ini.
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Gambar E.9



Upaya Mitigasi Bencana Alam Secara Menyeluruh Pengelolaan kawasan dari bahaya bencana alam pada dasarnya tidak terlepas dari berbagai faktor dan aspek yang mempengaruhinya, baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Oleh karena itu dalam upaya pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana haruslah mempertimbangan aspek-aspek tersebut. Secara rinci mengenai diagram alir konsep mitigasi bencana dapat dilihat pada Gambar E.10 berikut ini. Gambar E.10 Diagram Alir Konsep Mitigasi Bencana
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Usaha mitigasi bencana yang direncanakan didasarkan kepada tinjauan berbagai tingkatan wilayah yaitu pada lingkup nasional yang diarahkan berdasarkan rencana tata ruang nasional. Pada lingkup daerah provinsi yang secara lebih spesifik berdasarkan ancaman bencana dalam lingkup provinsi serta pada lingkup daerah kabupaten dan daerah kota. Enam hal pokok dalam pengembangan wilayah dan kota yang tanggap terhadap bencana adalah : 1.



Pencegahan Pembatasan wilayah yang dapat dibangun untuk mendirikan bangunan. Dalam usaha pencegahan ini juga dilakukan pembatasan perkembangan penggunaan lahan pada wilayah wilayah yang rentan kemungkinan bencana alam seperti wilayah yang rawan banjir, rentan kelongsoran, rentan gempa bumi dan tsunami, wilayah wilayah sesar , maupun dari bagian wilayah yang sudah atau sedang dieksploitasi seperti wilayah pasca penambangan terutama batu bara, wilayah penambangan mineral atau bahan bangunan (galian C), tanah garapan atau pembukaan lahan pada wilayah lereng,pengembangan wilayah penyanggah (buffer area) pada industri pencemar. Gambar E.11 Illustrasi Pembatasan Wilayah Dalam Pencegahan Kemugkinan Bencana Alam
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2.



Penyiapan suatu struktur bangunan yang tingkat keamanannya tinggi Desain struktur bangunan dengan tingkat keamanan yang tinggi misalnya bangunan yang dipertinggi dengan dukungan tiang tiang pada wilayah banjir



atau



konstruksi



khusus



yang



anti



gempa



(anchored



building



construction). Dalam hubungan ini juga termasuk perancangan lokasi tapak dan struktur konstruksi bangunan yang sesuai dengan sifat lingkungan fisik seperti lokasi pada jarak aman, orientasi perletakan bangunan dari gejala bencana alam, konstruksi pondasi dan bangunan tahan terhadap suatu bentuk bencana alam tertentu (gempa bumi, longsor, banjir, badai , amblesan). 3.



Pembatasan pemanfaatan dan penggunaan lahan Untuk



jenis



penggunaan



lahan



seperti



perumahan,



industri,



pusat



perdagangan, pertanian harus diatur dalam usaha menghadapi bencana pada wilayah yang bersangkutan. Demikian pula pemanfaatan lahan misalnya kepadatan penduduk, kepadatan bangunan harus diatur dengan peraturan di dalam menghadapi potensi bencana di suatu wilayah tertentu, pembatasan kepadatan penggunaan lahan dengan pembatasan KDB, KLB, ketinggian bangunan. Gambar E.12 Illustrasi Pola Pembatasan dan Penggunaan Lahan dalam Migitasi Bencana



Dinding Pantai (sea walt)



Pintu Air



Kota pantai dengan jaringan pengarahan gerak pengamanan ke wilayah tinggi
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Wilayah tinggi



Jalan pantai Kota



Tanaman pengaman pantai



Dinding Pantai Laut



Jaringan jalan paralel ke arah wilayah tinggi



Ambang Wilayah Pengembangan : a. Wilayah Limit yaitu wilayah yang mutlak tidak diperuntukan bagi pembangunan karena merupakan wilayah yang harus dikonservasikan seperti hutan lindung, wilayah resapan, wilayah rawan longsor, wilayah dengan kelerengan curam, unsur dan wilayah binaan bernilai sejarah, budaya. b. Wilayah Kendala yaitu wilayah yang masih dapat ditoreransi untuk pembangunan dengan suatu persyaratan teknis tertentu seperti dengan kepadatan pembangunan rendah, pengamanan fisik, pengawasan pembangunan intensif c. Wilayah Kemungkinan yaitu wilayah yang layak dibangun yaitu wilayah yang dapatdibangun tanpa risiko seperti kelerengan yang baik, lahan tidajk konflik dengan nilai produktif, pengembangan tapak yang tidak berdampak negatif Berikut



ini



merupakan



illustrasi



pembagian



pembanguan suatu kawasan/wilayah :
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Gambar E.13 Illustrasi Pembagian Wilayah Ambang



190.00



KOTA X 100.00



B1



95.00 90.00



85.00



B2 LAUT



75.00 80.00



WILAYAH LIMIT PERKEMBANGAN WILAYAH KENDALA PERKEMBANGAN WILAYAH YANG DAPAT DIKEMBANGKAN



4.



KOTA YANG SUDAH ADA



JALAN



KAWASAN INDUSTRI



SUNG AI



PELABUHAN



LAUT



Pengembangan Sistem Peringatan Beberapa jenis bencana dapat diperkirakan untuk mem-punyai waktu guna melakukan tindakan darurat. Sistem peringatan dini dilakukan melalui sosialisasi reguler, sistem komunikasi peringatan, sistem informasi Tsunami Evacuation Route



melalui media elektronik dan media cetak ; peningkatan pema-haman masyarakat tentang lingkungannyadan pengembangan pola perilaku masyarakat terhadap



lingkungannya.



5.



Penetapan Kebijaksanaan dan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Dalam Mitigasi Bencana Penetapan kebijaksanaan dan peraturan penggunaan lahan (peruntukan bagian wilayah, peraturan bangunan, peraturan penetapan intensitas



Page 84



 Usulan Teknis Kawasan Pameungpeuk Kabupaten Garut



penggunaan lahan yang sesuai dengan lingkungan, jaringan prasarana dan pengamanan lingkungan. 6.



Asuransi Kebencanaan Sistem suatu jaminan asuransi dari pemerintah daerah untuk penduduk yang berada di dalam wilayah rentan bencana dapat diusahakan dengan sistem yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat



Baru disadari setelah melalui sekian lama durasi suatu kejadian terbukti banyak terbangunnya kota kota, permukiman dan wilayah yang tidak, kurang atau mengabaikan unsur unsur, fenomena dan potensi kebencanaan alam yang sebagian besar disebabkan oleh sifat atau karakter alami kebumian. Berbagai tinjauan atas pertimbangan pembangunan kota di berbagai bagian bumi ini menunjukkan ketidak adaan perhatian untuk menjadikan pertimbangan aspek fisik alami atau fisik dasar seperti geologi,hidrologi,klimatologi dengan berbagai fenomena yang ditimbulkannya. Sampai akhirnya masuk ke masa masa kehancuran fisik akibat bencana yang bersumber dari sumber alami seperti banjir besar, gempa bumi, letusan gunung, badai besar, longsoran dan belakangan ini ditambah pula bahkan dalam volume permasalahan yang lebih besar yaitu bencana yang disebabkan oleh perlakuan manusia terhadap lingkungannya sendiri. Dalam melaksanakan mitigasi terhadap bencana alam sangat perlu diperhatikan terhadap karakter dari kejadian bencana alam yaitu : 1) Bencana alam terjadi secara “mendadak” atau waktu untuk penyelamatan sangat singkat 2) Bencana alam terjadi secara transien artinya mula-mula tidak terjadi bencana, kemudian terjadi bencana yang dimulai dengan gejala awal – gejala utama – dan gejala akhir serta susulan 3) Bencana alam akan terjadi secara berulang meskipun waktu datangnya bencana berikutnya belum dapat ditentukan. Tahap Penanggulangan Dampak Bencana Upaya penanggulangan dampak bencana dilakukan melalui pelaksanaan tanggap darurat dan pemulihan kondisi masyarakat dan wilayah. Upaya penanggulangan dampak bencana tersebut dilakukan secara sistematis, menyeluruh, efisien dalam penggunaan sumberdaya dan efektif dalam memberikan bantuan kepada kelompok korban. Upaya penanggulangan dan
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pemulihan tersebut dilakukan dengan pendekatan secara utuh dan terpadu melalui tiga tahapan, yaitu tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi yang harus berjalan secara bersamaan dalam pelaksanaan penanggulangan dampak bencana, yaitu: 6. Tahap Tanggap Darurat Bertujuan menyelamatkan masyarakat yang masih hidup, mampu bertahan dan segera terpenuhinya kebutuhan dasar yang paling minimal. Sasaran utama



dari



tahap



tanggap



darurat



ini



adalah



penyelamatan



dan



pertolongan kemanusiaan. Dalam tahap tanggap darurat ini, diupayakan pula penyelesaian tempat penampungan sementara yang layak, serta pengaturan dan pembagian logistik yang cepat dan tepat sasaran kepada seluruh korban bencana yang masih hidup. Saat bencana baru saja terjadi, Tahap Tanggap Darurat ditetapkan selama 6 bulan setelah bencana, namun demikian, setelah ditetapkannya Inpres Nomor 1 Tahun 2005, Tahap Tanggap Darurat ini kemudian diperpendek menjadi 3 bulan. 7. Tahap Rehabilitasi Bertujuan mengembalikan dan memulihkan fungsi bangunan dan infrastruktur yang mendesak dilakukan untuk menindaklanjuti tahap tanggap darurat, seperti rehabilitasi mesjid, rumah sakit, infrastruktur sosial dasar, serta prasarana dan sarana perekonomian yang sangat diperlukan. Sasaran utama dari tahap rehabilitasi ini adalah untuk memperbaiki pelayanan publik hingga pada tingkat yang memadai. Dalam tahap rehabilitasi ini, juga diupayakan penyelesaian berbagai permasalahan yang terkait dengan aspek hukum melalui penyelesaian hak atas tanah, dan yang terkait dengan aspek psikologis melalui penanganan trauma korban bencana. 8. Tahap Rekonstruksi Bertujuan membangun kembali kawasan kota, desa dan aglomerasi kawasan dengan melibatkan semua masyarakat korban bencana, para pakar, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha. Pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur) haruslah dimulai dari sejak selesainya penyesuaian rencana tata ruang baik di tingkat provinsi dan terutama di tingkat kabupaten dan kota yang mengalami kerusakan. Sasaran utama dari tahap rekonstruksi ini adalah terbangunnya kembali kawasan dan masyarakat di wilayah yang terkena bencana baik langsung maupun tidak langsung. Konsep Penataan Ruang Pasca Bencana
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A. Sistem Kota D.



Meminimalisir perubahan struktur, hierarki, kepadatan dan tata gunalahan eksisting Adapun strategi yang diperlukan dalam meminimalisir perubahan struktur, hierarki, kepadatan dan tata gunalahan eksisting, adalah : 1. Memanfaatkan



jalan-jalan



kota



eksisting



yang



potensial



untuk



dikembangkan sebagai bagian dari urban system 2. Mengembalikan/merehabilitasi



jalan-jalan



eksisting



yang



rusak/putus



menjadi sistem jaringan kota yang utuh dan optimal 3. Meningkatkan kualitas jalan eksisting sesuai standar yang berlaku (atau sesuai dengan rencana jalan di masa mendatang) E.



Mengembangkan jalan eksisting dan Menambah jalan baru sebagai jalur penyelamatan. Adapun strateginya, yaitu : 1.



Mengembangkan jalan eksisting dan menambah jalan baru;



2. Mengintegrasikan/menghubungkan jalan eksisting dan menambah jalan baru sebagai rencana jalur penyelamatan dengan fasilitas perlindungan dan sistem kota secara umum; 3. Meningkatkan kualitas jalan yang ada menjadi jalan evakuasi dengan cara sebagai berikut : Pelebaran jalan Perbaikan alignment jalan eksisting Peningkatan kualitas badan jalan Penambahan jalan-jalan baru untuk meningkatkan aksesibilitas, efektivitas dan efisiensi kota 4. Mengintegrasikan/menghubungkan



jalan



eksisting



tersebut



dengan



rencana jalur penyelamatan yang merupakan urban sistem lama sehingga menjadi suatu sistem kota yang terpadu dan dapat memitigasi bencana alam Rehabilitasi/Rekonstruksi Kawasan Kota yang terkena bencana Adapun Strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut: Mengembalikan/merehabilitasi dan meningkatkan kawasan fungsional kota Mengatur kepadatan kawasan Merangkai kawasan bencana dengan kawasan lain dengan cara peningkatan/pelebaran akses lama dan menciptakan akses baru Menerapkan guidelines tata bangunan dan lingkungan yang lebih ketat terutama pada kawasan bencana Memperbaiki sarana dan prasarana dasar skala kota pada kawasan bencana dan terintegrasi dengan sistem lama
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Memanfaatkan lahan tidak bertuan/lahan tidur untuk untuk area relokasi/evakuasi B. Struktur ruang Kota 1. Mempertahankan kerangka kota yang ada diseluruh wilayah Adapun strategi untuk mempertahankan kerangka kota yang ada diseluruh wilayah adalah : Mempertahankan



kerangka



jalan



utama



kota



yang



dapat



menghubungkan seluruh bagian wilayah kota termasuk jalan utama pada kawasan bencana; Merencanakan jalan baru dengan memperhatikan dan menghargai bentukan alam yang dilaluinya (geologi, kontur, topografi, vegetasi dan tata guna lahan yang ada), sehingga kerusakan lingkungan dapat dikurangi dan bencana yang ditimbukan akibat pembuatan jalan dapat dihindarkan; Melibatkan peran serta masyarakat dan swasta untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan jalan baru 2. Merehabilitasi kerangka kota yang ada Adapun strategi untuk merehabilitasi kerangka kota yang ada, yaitu : Memperbaiki dan merangkai kembali kerangka kota yang rusak dan terputus; Mengatur garis sempadan jalan baik dalam perencanaan maupun implementasinya di lapangan Meningkatkan kualitas jalan sehingga dapat menyangga beban lalu lintas dan fungsinya Menertibkan



bangunan–bangunan



yang



menyimpang/melanggar



ketentuan garis sempadan sehingga tercipta lingkungan yang teratur Upaya Mitigasi Secara menyeluruh upaya mitigasi bencana alam dapat dilakukan dengan upaya struktur (fisik) dan upaya non struktur (non fisik), antara lain : 1)



Memperkuat bangunan dan infrastruktur sesuai kode bangunan,



desain



rekayasa, dan konstruksi (mitigasi struktur). 2)



Menghindari wilayah bencana dengan cara menjauhi, memindahkanke wilayah aman bencana dan penataan ruang (mitigasi non struktural)



3)



Tidak mengubah lingkungan alam yang dapat melindungi terhadap bencana (bukit pasir pantai, danau, laguna, hutan, lahan vegetatif, perbukitan karst), (mitigasi lingkungan alami non struktural).



Hal-hal tersebut di atas pada hakekatnya merupakan penataan ruang wilayah sedemikian rupa sehingga selain mengoptimalkan, menyerasikan pemanfaatan
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lahan untuk kesejahteraan masyarakat tetapi juga mampumengurangi dan atau meniadakan dampak dari kejadian suatu bencana. Gambar berikut ini adalah sketsa dari pemanfaatan berbagai ruang wilayah terhadap bencana alam tsunami dengan memperhatikan kondisi alamnya a. Wilayah pantai berbatu keras, bertebing terjal. b. Wilayah pantai landai berlumpur. c. Wilayah pantai landai berpasir, berterumbu karang. d. Wilayah



pantai



landai



berapasir



dengan



bangunan



penahan



gelombang dan abrasi Gambar E. 14 Illustrasi Pentaan Ruang Terhadap Bencana Alam Tsunami Batugamping dengan Hutan Lindung



Tambang



Permukiman Penyangga



A Permukiman Hutan bakau



Tambak



Sawah



B Terumbu karang



Bukit pasir



Permukiman Rawa



C Permukiman Pelindung abrasi/ gelombang



Tanggul + taman



Hutan penyangga



D



E.7.1



Pertimbangan ATURAN POLA PEMANFAATAN RUANG (ZONING REGULATION) dalam Pembangunan Kota



Untuk membantu Pemerintah Kota dalam mengelola Kawasan Perkotaan, diperlukan suatu pedoman sebagai rujukan teknis, yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan karakteristik dan atau kebutuhan kota yang
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bersangkutan. Kebutuhan akan Aturan Pola Pemanfaatan Ruang semakin mendesak sejalan dengan tingkat perkembangan kota-kota di Indonesia terutama kota sedang, kota besar, dan metropolitan. Berdasarkan kenyataan tersebut, untuk melaksanakan pembangunan kota yang lebih harmonis dan mampu mengantisipasi berbagai dampak yang timbul, terutama pada kota sedang, kota besar, dan kota metropolitan, maka perlu disusun Aturan Pola Pemanfaatan Ruang (Zoning Regulation) Kawasan Perkotaan. Pedoman penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan yang terdapat di Indonesia membedakan jenis rencana tata ruang kota ke dalam : 1.



Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan;



2.



Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan;



3.



Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan; dan



4.



Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan/Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.



Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota atau Kabupaten di Indonesia dengan adanya rencana tata ruang kawasan perkotaan berjenjang demikian adalah keterbatasan kemampuan di dalam menyusun semua jenjang rencana serta tidak fleksibelnya rencana tata ruang kawasan perkotaan di dalam menghadapi perkembangan yang terjadi; termasuk pula di dalam menjembatani rencanarencana tata ruang tersebut ke dalam langkah operasional pelaksanaan pembangunan.



Untuk



itu



diperlukan



program



tindak



pelaksanaan



dan



pengendaliannya agar sesuai dengan rencana tata ruang. Aturan Pola Pemanfaatan Ruang ini juga dapat berperan dalam evaluasi perijinan yang ada agar dapat menyelaraskannya dengan rencana tata ruang. Di dalam kenyataannya, aspek pelaksanaan dan pengendalian pembangunan kota memerlukan pengaturan teknis yang dapat dipenuhi melalui Aturan Pola Pemanfaatan Ruang. Dengan



demikian,



fungsi



Aturan



Pola



Pemanfaatan



Ruang



di



dalam



pembangunan wilayah perkotaan adalah : Sebagai instrumen pengendali pembangunan (pemberian ijin); Sebagai pedoman penyusunan rencana tindak operasional (pemanfaatan ruang); Sebagai panduan teknis pengembangan lahan.
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Keterkaitan



penataan



ruang



baik



pada



tingkat



nasional,



provinsi



dan



Kabupaten/Kota secara fungsi dan administrasi dapat dilihat pada Gambar E.15. Tujuan Aturan Pola Pemanfaatan Ruang adalah : Mengatur keseimbangan keserasian pemanfaatan ruang dan menentukan program tindak operasional pemanfaatan ruang atas suatu satuan ruang; Melindungi kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat; Meminimumkan dampak pembangunan yang merugikan; Memudahkan pengambilan keputusan secara tidak memihak dan berhasil guna serta mendorong partisipasi masyarakat (pengendalian pemanfaatan ruang : pengaturan perijinan). Materi Aturan Pola Pemanfaatan Ruang ditetapkan berdasarkan kondisi kawasan perkotaan yang direncanakan. Semakin besar dan semakin kompleks kondisi kota, semakin beragam jenis-jenis zona yang harus diatur. Gambar E.15 Keterkaitan Penataan Ruang secara Fungsi Utama dan Administratif
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Pedoman ini meliputi Aturan Pola Pemanfaatan Ruang (Zoning Regulation), yang terdiri dari pengaturan zona dasar (kawasan fungsional) sebagai berikut : 1.



Kawasan permukiman,



2.



Kawasan perdagangan dan jasa,



3.



Kawasan industri, dan



4.



Kawasan ruang terbuka.



Kawasan-kawasan tersebut dibagi atas beberapa Zona. Jenis zona tergantung kepada kompleksitas kegiatan pembangunan kota yang bersangkutan. Semakin beragam jenis kegiatan pada suatu kota, maka kategori zona akan semakin banyak. Bagian ini akan menguraikan lebih lanjut mengenai pengertian dari zona. Semua kepemilikan lahan di dalam kota berada di dalam suatu kawasan. Penetapan



kawasan



mengidentifikasi



penggunaan-penggunaan



yang



diperbolehkan atas kepemilikan lahan dan peraturan-peraturan yang berlaku atasnya. Kedudukan aturan pola pemanfaatan ruang dalam penataan ruang kota diuraikan dalam diagram alir pada Gambar E.16 berikut ini. Gambar E.16 Kedudukan Aturan Pola Pemanfaatan Ruang (zoning regulation) dalam Penataan Ruang Kota ASPEK PERENCANAAN RUANG



1. struktur pemanfaatan ruang (network) 2. pola pemanfaatan ruang (function, density, intensity)



ASPEK PEMANFAATAN RUANG



1. penatagunaan tanah, air, udara, dan SDA lainnya 2. pola insentif dan disinsentif 3. pelaksanaan program



ATURAN POLA PEMANFAATAN RUANG (ZONING REGULATION)
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ASPEK PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG



1. PERIJINAN 2. PENGAWASAN



3. PENERTIBAN
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Tujuan dari sub bagian ini adalah menetapkan kawasan-kawasan untuk membantu memastikan bahwa penggunaan lahan dalam Kota ditempatkan pada tempat yang benar dan bahwa tersedia ruang yang cukup untuk setiap jenis pengembangan yang ditetapkan. Penetapan kawasan-kawasan dimaksudkan untuk : Mengatur penggunaan lahan pada setiap kawasan; Mengurangi dampak negatif dari penggunaan lahan tersebut; Untuk mengatur kepadatan dan intensitas zona; Untuk mengatur ukuran (luas dan tinggi) bangunan; dan Untuk mengklasifikasikan, mengatur, dan mengarahkan hubungan antara penggunaan lahan dengan bangunan. Masing-masing zona dasar, dengan tujuan penetapannya dapat dilihat pada Tabel berikut : Tabel E.4 Tujuan Penetapan Zona Dasar ZONA DASAR I. Kawasan Permukiman



II. Kawasan Perdaganga n dan Jasa



III. Kawasan Industri



IV. Kawasan Ruang



TUJUAN PENETAPAN  Menyediakan lahan untuk pengembangan hunian dengan kepadatan yang bervariasi di seluruh wilayah kota;  Mengakomodasi bermacam tipe hunian dalam rangka mendorong penyediaan hunian bagi semua lapisan masyarakat;  Merefleksikan pola-pola pengembangan yang diingini masyarakat pada lingkungan hunian yang ada dan untuk masa yang akan datang.  Menyediakan lahan untuk menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan masyarakat;  Menyediakan peraturan-peraturan yang jelas pada kawasan Perdagangan dan Jasa, meliputi: dimensi, intensitas, dan disain dalam merefleksikan berbagai macam pola pengembangan yang diinginkan masyarakat.  Menyediakan ruangan bagi kegiatan-kegiatan industri dan manufaktur dalam upaya meningkatkan keseimbangan antara penggunaan lahan secara ekonomis dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja;  Memberikan kemudahan dalam fleksibilitas bagi industri baru dan redevelopment proyek-proyek industri;  Menjamin pembangunan industri yang berkualitas tinggi, dan melindungi penggunaan industri serta membatasi penggunaan non industri.  Zona yang ditujukan untuk mempertahankan/ melindungi lahan untuk rekreasi di luar bangunan, sarana pendidikan, dan untuk
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ZONA DASAR Terbuka



TUJUAN PENETAPAN dinikmati nilai-nilai keindahan visualnya;  Preservasi dan perlindungan lahan yang secara lingkungan hidup rawan / sensitif;  Diberlakukan pada lahan yang penggunaan utamanya adalah taman atau ruang terbuka, atau lahan perorangan yang pembangunannya harus dibatasi untuk menerapkan kebijakan ruang terbuka, serta melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan publik.



A. Kawasan Permukiman Kawasan permukiman antara lain meliputi Zona Perumahan Taman, Zona Perumahan Renggang, Zona Perumahan Deret, dan Zona Perumahan Susun, dengan spesifikasi sebagai berikut : A.



Zona



:  Rumah tinggal dengan pekarangan luas, dimaksudkan agar



Perumaha



pengembangan



n Taman



sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana kota dapat



perumahan



berkepadatan



rendah



dipertahankan. Contoh : Kota Legenda Wisata Cibubur, Jakarta.  KDB rendah (5 – 20%). B.



Zona



:  Perumahan



unit



tunggal



dengan



peletakan



renggang



Perumaha



ditujukan untuk pembangunan unit rumah tunggal dengan



n



mengakomodasikan berbagai ukuran perpetakan dan jenis



Renggang



bangunan perumahan serta mengupayakan peningkatan kualitas



lingkungan



hunian,



kehidupannya.  KDB menengah (20 – 50%).
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C.



Zona



:  Perumahan unit tunggal tipe gandeng atau deret dalam



Perumaha n Deret



perpetakan kecil dengan akses jalan lingkungan;  Zona ini merupakan peluang transisi antara lingkungan perumahan unit tunggal dengan lingkungan perumahan susun kepadatan tinggi.  KDB sangat tinggi (> 75%).



D.



Zona



:  Perumahan unit tunggal banyak dengan kepadatan yang



Perumaha n Susun



bervariasi;  Setiap zona perumahan susun dimaksudkan menetapkan kriteria



pembangunan



yang



mengkonsolidasi



tipe-tipe



bangunan spesifik, dan menjawab masalah-masalah lokasi yang berkenaan dengan rencana penggunaan lahan di sekitarnya. Contoh : Rusun Klender, Jakarta Timur; Menara Kelapa Gading, Jakarta Utara. B. Kawasan perdagangan dan jasa, Kawasan



Perdagangan



dan



Jasa



antara



lain



meliputi



Zona



Bangunan



Pemerintah, Zona Bangunan Perkantoran, Zona Bangunan Pertokoan, dan Zona Sentra, dengan spesifikasi sebagai berikut : A.



Zona



:



Menyediakan area untuk menampung tenaga kerja



Bangunan



secara terbatas, terutama untuk kepentingan pelayanan



Pemerintah



kepada warga kota maupun untuk kepentingan nasional dan internasional.



B.



Zona



:  Perkantoran menyediakan area untuk menampung



Bangunan



tenaga kerja secara terbatas, penggunaan kegiatan ritel



Perkantoran



hanya sebagai penunjang dan diijinkan pembangunan hunian dengan intensitas sedang sampai tinggi;  Zona ini dimaksudkan untuk diaplikasikan pada pusatpusat kegiatan yang besar atau pada kawasankawasan khusus dimana kegiatan-kegiatan komersial serba ada tidak dikehendaki.
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C.



Zona



:  Pertokoan



Bangunan



melayani



kegiatan



perdagangan,



perbelanjaan, dan jasa-jasa;



Pertokoan



 Zona Pertokoan dapat berisi pembangunan hunian yang berorientasi pada kegiatan perdagangan (ruko) dan kedekatannya ke tempat-tempat kerja (apartemen);  Penggunaan



industri/manufaktur



terbatas



dalam



intensitas menengah dalam skala kecil sampai sedang. D.



Zona



:  Sentra lokal dan tersier, yang disediakan untuk kegiatan



Komersial



perbelanjaan dan jasa lokal, terdiri dari toko-toko ritel



Sentra



dan



perusahaan-perusahaan



jasa



pribadi



dengan



pilihan yang luas, yang memenuhi kebutuhan yang sering berulang. Kegiatan ini memerlukan lokasi yang nyaman



berdekatan



dengan



semua



lingkungan



perumahan, relatif tidak menimbulkan pengaruh yang tidak



dikehendaki



bagi



lingkungan-lingkungan



perumahan yang berdekatan. Dengan demikian zona ini sangat tersebar di seluruh kota;  Sentra-sentra sekunder,



perbelanjaan



yang



kota



menyediakan



level



utama



kebutuhan



dan



tempat



perbelanjaan yang sekali-sekali dikunjungi keluarga dan jasa-jasa



yang



dibutuhkan pengusaha bisnis



yang



tersebar pada area yang luas, dan yang memiliki sejumlah



besar



toko



yang



secara



mendasar



membangkitkan lalu-lintas. Contoh : Ruko Kelapa Gading, Jakarta Utara; Ruko Kota Wisata Cibubur, Jakarta Timur. C. Kawasan industri Kawasan industri antara lain meliputi Zona Industri Taman, Zona Industri Ringan, Zona Industri Berat, dan Zona Industri Perpetakan Kecil, dengan spesifikasi sebagai berikut : A.



Zona



:  Menyediakan ruang untuk pengembangan ilmu pengetahuan
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Industri Taman



teknologi tinggi dan kegiatan taman bisnis;  Standar pembangunan properti pada zona ini dimaksudkan untuk membentuk lingkungan menyerupai kampus yang ditata secara komprehensif dengan lansekap yang mendasar. Pembatasan-pembatasan pada penggunaan yang diijinkan dan tata informasi ditetapkan untuk mengurangi pengaruh komersial. Contoh : Puspiptek Serpong.



B.



Zona Industri Ringan



:  Menyediakan berbagai kegiatan manufaktur dan distribusi yang luas;  Standar pembangunan properti pada zona ini dimaksudkan untuk mendorong pembangunan industri yang sesuai dengan menyediakan lingkungan yang menarik, bebas dari dampak yang



tidak



dikehendaki



yang



dihubungkan



dengan



penggunaan beberapa industri berat;  Zona industri ringan dimaksudkan untuk mengijinkan berbagai penggunaan termasuk penggunaan bukan industri dalam beberapa tempat. Contoh : industri yang bersifat padat karya seperti industri sepatu di Cibaduyut, Bandung; industri tas di Tajur, Bogor; industri gula di Klaten. C.



Zona



:  Menyediakan ruang untuk kegiatan-kegiatan industri dengan



Industri



penggunaan lahan secara intensif dengan mengutamakan



Berat



sektor dasar manufaktur;  Zona industri berat ini dimaksudkan untuk meningkatkan penggunaan lahan industri secara efisien dengan standar pembangunan minimal, menyediakan pengamanan terhadap properti yang bersebelahan dan masyarakat pada umumnya;  Zona ini juga membatasi penggunaan-penggunaan bukan industri yang telah ada agar supaya dapat menyediakan lahan yang mencukupi bagi penggunaan industri dalam skala besar.
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Contoh : industri tekstil di Bandung, industri kimia di Gresik. D.



Zona



:  Menyediakan ruang bagi kegiatan industri skala kecil di dalam



Industri Perpetak



area perkotaan;  Zona Industri Perpetakan Kecil mengijinkan penggunaan-



an Kecil



penggunaan industri dan bukan industri secara luas untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan skala lingkungan hunian dalam pembangunan;  Peraturan



pembangunan



perpetakan



kecil



properti



dimaksudkan



pada



untuk



zona



industri



mengakomodasi



pembangunan industri kecil dan menengah dan kegiatan komersial dengan pengurangan persyaratan luas perpetakan, lansekap, dan parkir. Contoh : industri rumah tangga seperti industri makanan khas daerah setempat (telur asin di Brebes, bakpia di Yogyakarta). D. Kawasan Ruang Terbuka. Kawasan ruang terbuka antara lain meliputi : Zona Ruang Terbuka Hijau Lindung, Zona Ruang Terbuka Hijau Binaan, dan Zona Ruang Terbuka Tata Air, dengan spesifikasi sebagai berikut : A.



Zona



:  Ditujukan untuk melindungi sumber alami dan budaya serta



Ruang



lahan rawan lingkungan;



Terbuka



B.



C.



 Penggunaan yang diijinkan pada zona ini dibatasi hanya pada



Hijau



penggunaan yang dapat membantu melestarikan karakter



Lindung



alami lahan.



Zona



:



Diberlakukan pada taman-taman dan fasilitas publik, dengan



Ruang



tujuan memperluas paru-paru kota, mengurangi kepengapan



Terbuka



kota, dan menyediakan berbagai macam jenis rekreasi yang



Hijau



dibutuhkan masyarakat.



Binaan



Contoh : Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat



Zona



:  Ditujukan untuk mengendalikan pembangunan di dalam



Ruang



daerah



Terbuka



keselamatan, dan kesejahteraan publik serta mengurangi



genangan



banjir
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Tata Air



bahaya



yang



diakibatkan



banjir



pada



area



yang



diidentifikasikan sebagai areal pengendalian banjir yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;  Zona ini dimaksudkan untuk melestarikan karakter alami pada daerah



genangan



banjir



dengan



maksud



mengurangi



pengeluaran dana publik untuk biaya proyek pengendalian banjir dan melindungi fungsi dan nilai daerah pengendalian / genangan banjir dalam hubungannya dengan pelestarian atau pengisian kembali air tanah, kualitas air, penjinakan aliran banjir, upaya perlindungan satwa-satwa liar dan habitat. Contoh : ruang terbuka tata air di daerah Mojokerto.
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Penyusunan jadual pelaksanaan pekerjaan dilakukan berdasarkan item-item pekerjaan yang telah dijelaskan pada bagian Pendekatan dan Metodologi sesuai dengan urutan-urutan pelaksanaannya dan dengan perhitungan teknis pelaksanaan yang telah dilakukan. Jadual pelaksanaan pekerjaan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini.



TABEL I.1 JADWAL KEGIATAN PEKERJAAN No



Kegiatan 1



1.



2. 3.



4.



5. 6. 7. 8. 9.



Persiapan, Penyusunan Jadwal, Mobilisasi Tenaga Ahli, dsb - Tahap I Persiapan Survei - Survei Data Instansi - Survei Lapangan - Urung Rembug - Pemetaan Masalah - Asistensi Teknis Review dokumen-dokumen pengaturan dan studi terkait Pengumpulan dan kompilasi data kuantitatif dan kualitatif - Aspek Sosial, Kependudukan, Prospek pertumbuhan ekonomi, Daya dukung fisik dan lingkungan, Legal konsolidasi lahan perencanaan, Daya dukung Sapras, dan Aspek sejarah kawasan Analisis dan perumusan potensi-permasalahan kawasan Analisis pengembangan pembangunan berbasis masyarakat Penyusunan konsep perencanaan Konsep rencana umum / Panduan Rancangan Penyusunan Program Investasi Pembangunan Kawasan Rencana rencana umum / Panduan Rancangan Rancangan pedoman pengendalian rencana
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5
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10. 11. 12 13 14 15



Rancangan pedoman pengendalian pelaksanaan Penysunan Raperda RTBL Pengumpulan Lap Pendahuluan Pengumpulan Lap Antara Pengumpulan Lap Draft Akhir Pengumpulan Lap Akhir
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8.1. Tenaga Ahli Yang Dibutuhkan Tenaga ahli yang disyaratkan adalah seorang Sarjana Strata Satu (S1) lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan, berpengalaman dalam di bidang penyusunan NSPK terkait perencanaan tata bangunan dan lingkungan sekurangkurangnya 5 (lima) tahun. Tenaga Ahli yang dibutuhkan antara lain: 6.



Team Leader (Ahli Arsitektur/Urban Design): 1 orang 



Strata 2 (S2) Arsitektur/Urban Design/Perencanaan Wilayah Perkotaan dengan latar belakang ijazah Strata 1 (S1) di bidang studi Jurusan Teknik Arsitektur/Planologi lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.







Memiliki sertifikasi keahlian sesuai dengan bidang keahlian dikeluarkan oleh Asosiasi yang telah disahkan oleh LPJK.







Berpengalaman profesional minimal 3 (tiga) tahun sesuai bidang keahlian dilengkapi dengan referensi kerja.



Lingkup tugas Team Leader yaitu memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai. 7.



Tenaga Ahli Arsitektur: 1 orang 



Strata 1 (S1) Sarjana Arsitektur lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
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Memiliki sertifikasi keahlian sesuai dengan bidang keahlian dikeluarkan oleh Asosiasi yang telah disahkan oleh LPJK.







Berpengalaman profesional minimal 3 (tiga) tahun sesuai bidang keahlian dilengkapi dengan referensi kerja.



Lingkup tugas tenaga ahli ini yaitu melakukan melakukan kajian aspek arsitektur terhadap penyusunan dokumen RTBL. 8.



TenagaAhli Sipil : 1 orang 



Strata 1 (S1) Sarjana Teknik Sipil lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi







Memiliki sertifikasi keahlian sesuai dengan bidang keahlian dikeluarkan oleh Asosiasi yang telah disahkan oleh LPJK.







Berpengalaman profesional minimal 3 (tiga) tahun sesuai bidang keahlian dilengkapi dengan referensi kerja.







Mampu membuat dokumen DED, RAB dan RKS.



Lingkup tugas tenaga ahli ini yaitu melakukan kajian aspek teknik sipil dan infrastruktur terhadap penyusunan dokumen RTBL sertamenyusun dokumen DED



dan RAB. 9.



Tenaga Ahli Ekonomi Pembangunan: 1 orang 



Strata 1 (S1) Sarjana Ekonomi Pembangunan lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujianNegara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi







Memiliki sertifikasi keahlian sesuai dengan bidang keahlian dikeluarkan oleh Asosiasi yang telah disahkan oleh LPJK.







Berpengalaman profesional minimal 3 (tiga) tahun sesuai bidang keahlian dilengkapi dengan referensi kerja.



Lingkup tugas tenaga ahli ini yaitu melakukan melakukan kajian aspek ekonomi pembangunan terhadap penyusunan dokumen RTBL. 10. Tenaga Ahli Lansekap: 1 orang
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Strata 1 (S1) Sarjana Arsitektur/Lansekap/Pertanian atau Strata 2 (S2) Lansekap dengan latar belakang pendidikan S1 Arsitektur lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi







Memiliki sertifikasi keahlian sesuai dengan bidang keahlian dikeluarkan oleh Asosiasi yang telah disahkan oleh LPJK.







Berpengalaman profesional minimal 3 (tiga) tahun sesuai bidang keahlian dilengkapi dengan referensi kerja.



Lingkup tugas tenaga ahli ini yaitu melakukan melakukan kajian aspek arsitektur lansekap terhadap penyusunan dokumen RTBL. 11. Ahli Teknik Lingkungan: 1 orang 



Strata 1 (S1) Sarjana Teknik Lingkungan lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.







Memiliki sertifikasi keahlian sesuai dengan bidang keahlian dikeluarkan oleh Asosiasi yang telah disahkan oleh LPJK.







Berpengalaman profesional minimal 3 (tiga) tahun sesuai bidang keahlian dilengkapi dengan referensi kerja.



Lingkup tugas tenaga ahli ini yaitu melakukan melakukan kajian aspek lingkungan terhadap penyusunan dokumen RTBL. 12. Asisten BidangArsitektur : 1 orang 



Strata 1 (S1) Sarjana Arsitektur lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.







Memiliki sertifikasi keahlian sesuai dengan bidang keahlian dikeluarkan oleh Asosiasi yang telah disahkan oleh LPJK.







Berpengalaman profesional minimal 1 (satu) tahun sesuai bidang keahlian dilengkapi dengan referensi kerja.
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Lingkup tugas tenaga ahli ini yaitu melakukan melakukan kajian aspek arsitektur terhadap penyusunan dokumen RTBL dan membuat dokumen DED, RAB dan RKS Teknis. 13. Asisten Bidang Hukum dan Peraturan : 1 orang 



Strata 1 (S1) Sarjana Hukum lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.







Berpengalaman profesional minimal 1 (satu) tahun sesuai bidang keahlian dilengkapi dengan referensi kerja.



Lingkup tugas tenaga ahli ini yaitu melakukan pengarahan, pengawasan terhadap proses surat menyurat, administrasi kontrak dan pelaporan selama pelaksanaan penyusunan dokumen RTBL serta melakukan review naskah perundang-undangan pada rancangan peraturan Bupati/Walikotaterkait penetapan lokasi RTBL pada kawasan bersangkutan. 14. Asisten Bidang Surveyor : 2 orang 



Strata 1 (S1) Sarjana Teknik Arsitektur/Teknik Sipil lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.







Berpengalaman profesional minimal 1 (satu) tahun sesuai bidang keahlian dilengkapi dengan referensi kerja.



Lingkup tugas tenaga ahli ini yaitu membantu tenaga ahli dalam rangka melaksanakan, mencari serta menyusun data-data survey baik itu data primer maupun sekunder terkait penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). 15. Asisten Bidang Estimator : 1 orang 



Strata 1 (S1) Sarjana Teknik Arsitektur/Teknik Sipil lulusan universitas atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.







Berpengalaman profesional minimal 1 (satu) tahun sesuai bidang keahlian dilengkapi dengan referensi kerja.
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Lingkup tugas tenaga ahli ini yaitu membantu tenaga ahli melakukan kajian terhadap penghitungan rencana anggaran biaya terkait implementasi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) berdasarkan harga satuan setempat dan harga pasar yang berlaku. 16. Tenaga Penunjang Tenaga ahli dan asisten tenaga ahli tersebut diatas dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh tenaga penunjang yang dibutuhkan, diantaranya sebagai berikut: 



CAD / Cam Operator (DIII)







Administrasi/Keuangan (SMA/SMK)







Operator Komputer (SMA/SMK/DIII)



Tabel Usulan Kebutuhan Tenaga Ahli RTBL Kawasan Pameungpeuk Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat No



Kualifikasi Tenaga Ahli



Jumlah (orang bulan)



Posisi



a.



Tenaga Ahli



1



Ahli Urban desgn



1



2 3 4 5



Ahli Arsitek Ahli Sipil Ahli Ekonomi Pembangunan Ahli Teknik Sipil



1 1 1 1



Team Leader Anggota Anggota Anggota Anggota



6



Ahli Lingkungan



1



Anggota



7 8 9 b. 1



Ahli Lanskap Asisten Arsitektur Asisten Hukum



1 1 1



Pendidikan



Urban Design



Pengalaman



5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun



Anggota Anggota Anggota



S1, Planologi S1, Ekonomi S1, Arsitektur S1, Sipil S1 Teknik Lingkungan S1,Hukum S1,Sosbud S1 Hukum



5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun



Assisten Tenaga Ahli



Asisten Arsitektur Asisten Hukum



1



Assisten



S1 Arsitektur



3 Tahun



2



1



Assisten



S1 Hukum



3 Tahun



3



Estimator



1



Assisten



S1 Sipil



3 Tahun



4



Surveyor



2



Sipil



3 Tahun
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Dalam Penyusunan RTBL Kawasan Kawasan Pameungpeuk, seluruh tenaga ahli akan dilibatkan sesuai dengan jumlah Orang-Bulannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut Tabel .2 Jadual Penugasan Tenaga Ahli RTBL Kawasan Pameungpeuk No



Keahlian



a. 1



Tenaga Ahli Ahli Urban Design



2



Ahli Arsitektur



3



Ahli Ekonomi Pembangunan



4



Ahli Teknik Sipil



5



Ahli Lingkungan



6



Ahli Lanskap



7



Asisten Arsitektur



8



Asisten Hukum



9



Estimator



10



Surveyor



I
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Bulan III IV



V



Jumlah
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